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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan tindak pidana perikanan telah lama merugikan negara kita. 

Tindak pidana perikanan yang dalam dunia intema.sional dikenal dengan 

istilah "Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing" (lUU) artinya 

penangkapan ikan yang iilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan yang 

berlaku.1 Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal3.1 1 Pasat 3.2 dan Pasal 

3.3 International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate nlegal. 

Unreported and Unregulated Fishing (IPOA -IUU Fishing).' 

Dalam PERMA No.O I Tahun 2007 ten tang Perikanan, juga dikenal 

istilah lllegal, Unregulated, and Unreported Fishing. Adapun yang dimaksud 

daogan ll/egal, Unregulated, and Unreported Fishing dalam PERMA No.OI 

Tahun 2007 yaitu nlegal Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang 

dilakukan oleh orang atau ka.pal perikana:n berbendera asing atau berbendera 

Indonesia di WPP-RI (Wilayah Pengelolaan Perikanan RepubJik Indonesia} 

tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang~undangan yang 

berlaku. Unreported Fishing adalah kt:giatan penangkapan ikan yang tidak 

pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang 

berwenang. tida!< sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. 

Kemudian Unregulated Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan pada suatu 

area penangkapan atau stok ikan dl WPP-RI: 

{1). Yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaannya. 

(2). Dilaksannken dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggungjawab 

negara untuk pelestarian dan pengefolaan sumber daya ikan sesuai 

hukum intemasional.3 

1 .Tommy Slhotang, "Masalah JJ!egaf, Unregulated. Unreponed FishiJtg dan 
Penanggultmganlf)'tl Melalui Pengadiltm Perikanan," Jurnal Keodilan (Vo1A-.No.2, Tahun 
2005/2006) :Sit 

2 Melda Kamil Ariadno, Huk:um lnternasiClnt1l Hukum Yang Hidup, { Jakftrta:Diadit 
Media. 2007), hlrn.l25. 

3 Perma Na.O! Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, 
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Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dl dunia, dirnana dua 

pertiga dari total wilayahnya merupakan wilayab !aut, dengan jumlah pulau 

sebanyak 17.504 pulau dan panjang garis pantai 81.000 km. Di dalam !aut 

yang iuas itu terlcandung potensi lestari sumber daya ikan jutaan ton, belum 

lagi potensi surnber alam yang lain, l<hususnya yang bersifat non hayati, 

seperti sumber daya mineral, yang terkandung di dasar !aut nusantara.4 

Selain itu~ dari 14 zona fishing ground di dunia, saat ini tinggal dua 

zona yang masih potensial. Perairan di Indonesia merupakan salah satu dari 

dua zona yang masih potensial tersebut. Oleh karena itu sejak tahun 2000. 

perairan di Indonesia kerap menjadi sasanm illegal fishing. Zona Laut Ma1aka 

dan Laut Jawa merupakan zona terburok dari illegal fishing sehingga masuk 

dalam kategori tangkap lebih {over fishing). Adapun Laut Arafuru, Laut 

Timor. Laut Banda dan perairan sekitar Maluku dan Papua merupakan zona 

fishing yang menjadi incaran para pencuri ikan selanjurnya.5 

Oleh karena dalam perairan Indonesia terkandung kekayaan sumber 

daya ika.n yang berlimpah dan merupakan salah satu dari dua zona fishing 

ground yang rnasih memiliki sumber daya ikan yang cukup potensial~ maka 

perairan Indonesia menjadi tujuan utama dari para pelaku perornpakan ikan 

dari berbagai negara. Akibatnya semakin banyak kegiatan pencurian ikan di 

wilayah perairan Indonesia. 

Praktek illegal fishing yang terjadi diperniran Indonesia mengakibatkan 

kerugian hingga Rp,30 Trilyun setiap tahun atau sekitar 25 persen dari potensf 

perikanan yang ada di Indonesia. Bila dihitung, angka itu sama dengan 1.6 

juta ton per tahun. Sementara produktivitas perikanan tangk:ap dj Indonesia 

selama 2006 mencapai 4,9 jura ton dengan nilai ekspor mencapai 2.18 miliar 

• Ariadno, op.cit, hlm.l29. 

s Sibotang, loc.clt. hal.58. 
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dollar AS. Jumlah tersehut di luar volume ikan hasH tangkapan illegal, yang 

biasanya langsung dibawa ke negara asal pencuri ikan.6 

Tabell 

Kerugian Ekonomi akibat illegal fishing 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

Jumlah Kap:tl l • ll l4 16 20 16 

l'l!llgiWM 

Jumluh Kapil! 12 " 
., 112 132 163 367 

didb~k 

Kerugian yang bisa 28.665 9j,S53 203Jl4S 267.545 305.766 3&9.374 L27121iS 

Wsclamatkan{RpJuta} 

Selama 2002-2007 kerugian yang bisa diselamatkan secara langsung (direct)dari 

kegiatan SDKP:Rp.L2&9.951 miliar.Totil anggaran Diljen P2DKP 2002-

2007:Rp.l.202 miliar per 3 Desember 2007. 

Sumber:Pusdatin DKP. 

Adapun modus operandi kegiatan Illegal, Unregulated. and 

Unreported Fishing (IUU) Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Penna 

No.Ol Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan. dapat dikategorikan ke 

dalam 4 go1ongan, meliputi : 

1. Kapal lkan Asing {KIA), kapal mumi berbendera asing melaksanakan 

kegiatan penangkapan di perairan Indonesia tanpa diiengkapi dokumen 

dan tidak pernah mendarat di pelabuhan perikanan Indonesia. 

2. Kapal ikan berbendera Indonesia eks KIA yang dokumennya aspal (asli 

tapi palsu) a tau tidak ada dokumen ijin. 

3. Kapal lkan Indonesia (Kil) dengan dokumen aspal (pejabat yang 

mengeluarkan bukan yang berwenang atau dokumen palsu). 

6 Data diperoleh dnri Forum Keadilan, !ihat Forum No.SOIIS-21 April 2008. "Kejutan d! 
Bulan April, halAL 
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4. Kapal Ikan Indonesia (KII) tanpa dilengkapi dok:umen sama sekali, artinya 

menangkap ik.an tanpa ijin. 

Kemudian Dr.Ir.Aji Sularso, MMA Direktur Pengawasan dan 

Pengendatian Sumber Daya Ke!autan dan Perikanan (P2SDKP) mengatakan 

bahwa pelanggaran yang umum dilakukan oleh para pelaku illegal fishing 

yaitu pertama, kapal penangkap ikan iru tidak memiliki ijin penangkapan ikan 

sarna sekali. ltu banyak dilakukan kapal-kapal berbendera asing yang masuk 

ke perairan Indonesia. Kedua. dia punya dokumen dan sudah dapat tjin tetapi 

temyata dokumen itu ada juga yang pa1su. Ketiga, rnenyalahi izin fishing 

ground, misalnya izinnya di Samudra Hindia, tetapi dia menangkap di laut 

Arafuru. Modus lainnya menyalah.i alat tangkap yang tidak sesuai dengan 

ketentuan. Misalnya jaring maksimal diizinkan 1000 meter tetapi dilapangan 

ditemukan jaring deng:an pernberat yang sampai ke dasar dengan panjang 37 

kilometer. Ini sudah menjadi modus yang umum terjadi. Berikutnya ada!ah 

transhipment. memindah ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan, Jni juga 

sering terjadi. Bisa dilacak Jewat transmitter. Ketentuannya pemtndahan ikan 

harus dilakukan di pelabuhan, tetapi mereka melakukan di taut dan langsung 

diek:spor? 

Selain itu Direktur Kapal Pengawas Departemen Ke1autan dan 

Perikanan WiUem Gaspersz, seperti diberitakan Kompas, Rabu 26 Maret 2008 

yang mengatakan bahwa praktek penyelundupan BBM untuk pencurian ikan 

masih marak berlangsung, terutama di perairan perbatasan. Beberapa perairan 

yang rawan praktek penyelundupan BBM dan pencurian ikan antara lain Laut 

Arafura, Laut Sulawesi dan Laut Natuna di Kepulauan Riau. Penyelundupan 

BBM dari 1uar negeri kepada kapal Indonesia untuk ditukar dengan hasil 

tangkapan ikan ditengarai merupakan modus pencurian yang kerap 

berlangsung. lmba! balik: suplai bahan baker tersebut berupa pasokan ikan ke 

luar negeri tanpa izin.8 

7 Dr.Ir.Aji SularsQ MMA, "Tiga Pu!uh Tri!iun Hilang Setiap Tabun! .. , Forum Keadilrm 
(No.50115·2l Apri12008};43. 

' Sularso, loc.cit. 
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Praktek lllegal. Unregulated, and Unreported Fishing (IUU) ini tidak 

hanya meruglkan secara materi dengan nilai trilyunan rupiah, tetapi juga 

menimbulkan ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan, 

menghancurkan perekonomian neiayan, serta melanggar kedaulatan negara di 

lautan. Oleh sebab itu maka pennasalahan IUU ini harus dilakukan suatu 

strategi baik pencegahan ataupun pemberantasannya secara terpadu maupun 

komprehensif agar dapat menegakkan kedaulatan. keamanan, perekonomian 

dan citra bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang besar dan berdaulat. 

Saat ini kita sudah rnemiliki Undang·Undang No.31 Tahun 2004 

tentang Perikanan sebagai ganti dari UU No.9 Talmn 1985 tentang Perikanan 

dan babarapa peratW1!n pelaksanaan lainnya. Undang-Undang No.3! Tabun 

2004 ini bertujuan untuk mengantisipasi lUU. Hal ini dikarenakan undang

undang ini sangat jelas mengatur hal~ha1 yang selama ini beJum jelas. 

Pertama, Unda.ng~Undang ini mengatur mengenai peningkatan ka:pasitas 

kelembagaan dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang kini tak 

hanya mengelola pada aspek pengelolaan satwa dan taman laut, dan peran 

dalam penegak.an pe:raturan pe.rikanan. Kedua, mengatur agar pengelolaan 

perikan:m Indonesia dapat benar-benar mengacu pada Code of Conduct for 

Respcnsib/e Fishery (CCFRF) yang ditentukan oleb Badan Pangan Dunia 

(Food Agriculture Organization/FAG). Indonesia sebagai anggota FAO telah 

mematuhi aturan main intemasional. Hal ini tentunya berimbas pada opini 

internasional bahwa seluruh produk ketautan dan perikanan aman dikonsumsi 

dan mementingkan kelestarian. Ketiga. mengatur tentang sistem penegakan 

hukwn yang lebih baik yang antara lain mengatur mengenai sistem peradilan 

perikanan. Keempat mengatur tentang Ketentuan Pidana yang dapat menjerat 

para pelaku IUU. Kelima, juga mengatur mengenai pertanggungjawaban 

korporasi yang berada di belakang mereka.9 

Implementasi dari peningkatan kapasitas lrelembagaan dari 

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sebagai Jembaga yang berperan 

dalam penegakan peraturan perikanan sebagaimana yang diamanatkan dalam 

9 Sihotang, loc.ciL, hn1.61. 
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UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu dengan mengadakan 

kerjasama dengan instansi terk:ait serta me1akukan operasi pengawasan. 

Dalam hal ini. Departemen Kelautan dan Perikanan telah melakukan 

operasi besar-besaran untuk memberantas perompak Ham dilautan. Diljen 

Pengawa.san dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

(P2SDKP) mencatat bahwa operasi pengawasan yang dilakukan DKP hingga 

akhir Maret 2008, kapal pengawas Departemen Keiautan dan Perikanan 

berhasil menghentikan dan memeriksa sebanyak 333 kapal. Sembilan puluh 

delapan diantaranya diduga melakukan tindak pldana perikanan. Kapal~kapaJ 

tersebut diantaranya terdlri dari 60 buah kapal ikan Indonesia dan 38 buah 

kapal ikan asing. Kini ka 98 kapal tersebut Ielah diperikan lebih lanjut Sianm 

pars DKP menyebu~ dengan penangkapan itu, setidaknya uang Negara 

sebesar Rp.234,0436 milyar terselamatkan.10 

Sedangkan mengenai pember.tukan pengadilan perikanan sebagaimana 

yang diarnanatkan dalam UU No.3! Tahun 2004, maka Mahkarnah Agung 

telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Penna) No.Ol Tahun 2007 

tentang Pengadilan Perikanan. Da!am tahap pertama ini, pengadilan perikanan 

dibentuk di lima daerah yaitu Medan, Jakarta Utara, Pontianak, Bitung dan 

Tual. 

Adapun alasan khusus kehadiran peradilan pidana perikanan pada 

pokoknya dikemuk:akan oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, yaitu :11 

Pertama; dimensi ekonomi. Di berbagai daerah disebutkan betapa banyak 

pencurian ikan di laut oleh nelayan asing. Kerugian bertrilyun rupiah setiap 

tahun. Tetapi kita tidak berrlaya, karena penegakan huknm tidak memadai. 

Salah satu kunci kelernahan penegakan hukum tindak pidana perikanan adalah 

pengadiian, karena itu perlu dibentuk peradilan khusus. Anebnya tidak ada 

jaksa khusus dan polisi khusus untuk perkara perikanan. Apakah kalaupun 

10Data diperolell dad Forum, lihat fOrum No.50115 -· 21 April 2008, Kejutan Bulan April, 
hei.4L 

liBagir Manan, "Sambutan Ketua Mahkamah Agullg Pada Peresmian Perndilan Peradilan 
Perikanan di Medan," tangsal 4 Oktober 2007." Varla Peradilan {Tahun ke XXII No,265 
Desember '2007): hal, 9-10. 
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dianggap ada kelemahan hanya ada pada pengadilan atau hakim. Hukuman 

yang dijatuhk.an hakim terlalu ringan bahkan banyak yang dibebaskan. Untuk 

itu perlu dibentuk pe:radilan perikanan sebagal instrumen penguatan 

penegakan hukum. Tetapi tidak pemah dipertanyakan mengenai siapa yang 

diadUi, apa yang diadili. kesempumaan penyidikan, dakwaan dan lain-lain. 

Kalau kita konsekuen terhadap sistem yang disebut .. Integrated criminal 

justice system" atau Jebih luas ''integrated legal system11 maka untuk 

menuojang penguatan peoglldilan perlu juga penguatan aturan hukum, 

penguatan pemerintahan, dan penguatan penegak hulrum diluar pengadi!an. 

Tanpa penguatan unsur~unsur tersebut. akan selalu muncul kelemahan 

penegakan bukum. Dengan perkataan lain, keberhasilan melaksanakan dan 

menegakkan hukum tida.k hanya di pengadilan. Berbagai aturan huk:um yang 

tidak menunjang, keiemahan aparatur pelaksana dan penegak hukum di luar 

pengadilan (di luar hakim), dan birokrasi yang berbelit~beJit. akan sangat 

berpengaruh pada pelayanan dan penegakan hukum. 

Kedua; Dimensi kedauiatan negara di Jaut. Walaupun hanya terbatas pada 

tindak pidana perikanan, tetapi peradilan pidana perikanan yang kuat aka.n 

rnendorong pihak asing menghonnati kedaulatan kita di laut, sebagai bagian 

dari kesatuan wilayah Nega.ra Rl. 

Dari pemyataan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan tersebut diatas, 

maka dapat kita simpulkan bahwa masalah lemahnya penegakan hukum dalam 

penanganan tindak pidana pencurian ikan bukanlah hanya merupakan 

tanggungjawab salah satu lembaga dalam sistem peradilan pidana. Seluruh 

Iembaga-lembaga yang merupakan sub-sistem dalam sistem peradiian pidana 

kesemuanya bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing 

dala.m menegakkan keberltasilan penanganan tindak pidana pencurlan ikan. 

Adapun penegakan hukum yang dilaksanakan dalam sistem peradilan 

pidan~ dimana salah satu sub~sistem aparat penegak hukum dalam sistem 

peradilan pidana, lldalah Jaksa Penuntut Umum pada tahap penuntutan. Jaksa 

Penuntut Umum menjadi tltik sentral penegakan hukum dan lni sudah 

dicanangkan dalam United Nation Guidelines on the Role of Proseculcrs 
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(Adopted by the Ei'ghth United Nations Congress on the Prevention of Crime 

and the Treatment of Offenders}, ditetapkan di Kongres PBB VIII tentang 

Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana di Havana, Cuba. 27 

Agustus- 7 September 1990. Salah satu konsideransnya menyatakan sebagai 

berikut; 12 

" ••• Whereas prosecutors play a crucial role in the administration of justice, 

and rules concerning the performance of their important responsibilities 

should promote their respect for and compliance with the above~mentioned 

principles, thus contributing to fair and equitable crfm;nal justice and 

effictive protection of citizens against crime ... ., 

Kernudian, dalam Pasal 2 ayat (I) UU No.l6 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Rl, disebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang 

melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntuta.n serta kewenangan Jain 

berdasarkan undang-undang. 

Tugas utama sebagai penuntut umum untuk roeiakukan penegakan 

hukum yang dibebankan pada Kejaksa.an menuntut kecakapan. Oleh sebab itu, 

ciri mandiri mewajibkan warga adhyaksa untuk selalu meningkatkan mutu 

pengetahuan dan kemampuannya. Dan sebagai profesional, tentunya Jaksa 

harus memiliki kemampuan mengembangkan hubungan baik secara 

perseorangan maupun institusi dengan institusi lainnya. 13 

Oleh sebab itu, maka Jaksa Penuntut Umum harus: mengembangkan 

kemampuannya agar proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang

undang dapat teriaksana dengan efektit: terrnasuk dalam menangani kasus 

tindak pidana pencurian ikan yang masih banyak menghadapi berbagai 

kendala dalarn penyelesaiannya. 

1.2. Rumusan MasaJab 

12 "Homan RighLs Libt'acy University of Minnesota, Gtlidelines on the Rcle of Prose.cllfcrs. 
Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatmerrr of 
Offenders, Havana, 27 Augu.sr Jc 7 Sep'lember 1990, U.N. Doc. 
A/CONF./44128/Rev.J a1 189" (1990), llttn:lfwwwl.umn.edLII ttumanrWlnstreeli4gq:.htm, 
diakscs 20 April 2008. 

13Marwan Effendy, Kejaksaan Rl Pwisi Dan Fungsirrya Dati Persfeklif Hukum, 
(Jakarta:Oramedla Pustaka Umum, 2005}, ho.!.l44. 
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Tindalc pidana perikanan yang melanggar bukum pada dasarnya dapat 

diatasi dengan k:etentuan peraturan nasional yang kuat, akan tetapi masalah 

penerapan serta penegakan hukumnya perlu mendapat perhatian yang serius, 

Oleh sebah itu, daiam rangka membetantas kegiatan tindak pidana 

perikanan, maka diperlukan aparat penegak hukum (polisi, PPNS, TNI 

Angkatan Laut, Jaksa, hakim) da!am sistem peradilan pidana yang mampu 

melaksanakan proses penegakan hukum seefektif mungkin sebagaimana yang 

diamanatkan dalam undang~undang. 

Kejaks~ sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradi1an pidana, 

mempunyai beberapa tugas dan wewenang dalarn penegakan hukum, yang 

satah satunya dalarn bidang bukum pidana yaitu melakukan penuntutan. 

Seianjutnya dari permasatahan utama yang dikemukakan diatas, untuk 

membatasi atau memfokuskan penelitian tesis ini, maka dapat dirumuskan 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

!. Bagaimana kebijakan penuntuton olen Kejaksaan R! oorhadap perkrua 

tindak pidana perikanan? 

2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum da.lam 

penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana perikanan, dikaitkan 

dengan dengan masalah kebijakan melaporkan rencana tuntutan, 

penerapan beharape materi pasal dalrun UU No.3! tahun 2004, penjatunan 

hukuman terhadap korporasi yang melakukan tindak pid11na perikanan, 

masalah upaya hukum serta masalah mekanisme penyimpanan dan 

eksekusi barang bukti? 

3. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 

rangka mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan 

setelah berdirinya pengadilan perikanan? 

1.3. Tujuan Penclitian 

Berkaitan dengan beberapa pennasalahan hukam yang dihadapi oleh 

jaksa penuntut umum dalam penanganan tindak pidana perikanan. mak.a 

tujuan yang hendak. dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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L Mengk:aji penegak.an hukum oleh jaksa penuntut umum pada tahap pra 

penuntutan, tahap penuntutan serta sewak:tu mela.kukan upaya hukum 

dalam penanganan kasus tindak pidana perlknnan. 

2. Mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum 

dalam penegakan hukum pada tahap pra penuntutan, penuntutan dan upaya 

hukum dalam penanganan kasus tindak: pidana perikanan dikaitkan dengan 

masaJah kebijakan pengendalian tuntutan pidana, penerapan beberapa 

materi pasal dalam UU No.3 I tahun 2004. mekanlsme penyimpanan dan 

eksekusi barong bukti. penjatuhan hukuman terhadap korporasi yang 

melakukan tindak pidana perikanan. 

3. Mengkaji upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut 

Umum dalam rangka mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak 

pidana parikanan setelah adanya pengadilan pcrikanan, 

1.4. Kogunaan Penelitian 

Kegunaan dilakukannya penetitian tentang bebera:pa permasalahan 

hub-um yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam penangarum tindak 

pidana perikanan adalah : 

I. Secara teo-ritis hasil penelitian ini diharapka11 dapat memberikan masukan 

mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum 

dalam melakukan pra penuntutan, penuntutan serta upaya hukum sewaktu 

menangani perkara tindak pidana perikanan dan dapat memberikan 

sumbangan terhadap perkembangan iJmu pengetahuan khususnya hukum 

pidana serta dapat menambah kepustakaan bagi para pihak yang berminat 

dan berkepentingan dengan masalah ini. 

2. Secara praktis diharapkan dapat memberl masukan bagi Jaksa Penuntut 

Umum untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya dan 

keahliannya dalam penanganan tindak pidana perikanan. 

1.5. Kerangka Teori 

Guna mengkaji peranan jaksa penuntut umum dalam penegakan 

hukum terhadap perkara tindak pidana perikanan, dimana kejaksaan 
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merupakan salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana, maka 

penelitian ini menggunak.an beberapa teori yang akan dijelaskan berikut ini. 

Penanganan kasus~kasus tindak pidana perikanan selama. ini tidak 

berjalan secara optimaL Banyak faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya 

penanganan kasus tindak pidana perikanan, Hal ini sejalan dengan pendapat 

dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa masalah pokok penegakan 

hukum sebenamya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif 

atau negatifhya terletak pada lsi :fhktor~fuktor tersebut, yang antara lain adalah 

sebagai berikut :14 

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu produk perundang-undangan; 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum; 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

4. Fakror masyaraka~ yakni lingkungan dimana hukum rersebut berlaku atau 

diterapkan; 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan pergaulan hidup. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur 

daripada efektivitas penegakan hukwn. 

1.6 Keraugka Konseptual 

Kerangka konseptual yang digunakan dalam proposal ini memuat 

definisi-<lefinisi menurut para ahli hukum dan yang tennuat dalam perundang

undangan, disusun dengan maksud untuk menghindari salah pengertian datam 

rangka penelitian ini antara Jain: 

Peranan berasal dad kata "peran" yang mendapat akhiran "an" yang 

dalam hal ini diartikan sebagai: 

"tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu perJstiwa".15 

14Soerjano Soekanto, Falaor-Faktor Yang Mempengorurn Penegakan Hu.kum, (Jakarta::Raja 
Grafmdo Persada, 2004},hai.S. 

aDepartemen Pendidikan 'Nasiom.tl, Kamus Besar Bahasa Jndooesia. ed.3.(Jakarte:Ba!si 
?um.., 2005), h•l.854. 
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Selain ltu, menurut Soetjono Soekanto! peranan ada1ah :Hi 

"'suatu sistem kaidah~kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan 

pada kedudukan-kedudukon tertentu di dalam rnasyarakat, kadudukan mana 

dapat dipunyai oleh pribadi ataupun kelompok-kelompok. Pribadi yang 

mempunyai peranan tadi dinamakan pemegang peranan (role occupant) dan 

perikelakuannya adalah berperannya pemegang peran tersebut (role 

peiformance).1
' 

Sedangkan penegak hukum dalam tulisan in! akan dibatasi pada 

kalangan yang secara !angsung berkecimpung dalam bidang penegakan 

hukam. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersehut meneakup 

mereka yang bartugas dibidang-bidang kahakiman, kejukaaan, kapolisian, 

kapengacaraan dan pamasyarekatan. 

Secara sosiologis5 maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai 

kadudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan sosial merupukon posisi 

tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut :rebenamya 

merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban

kewajiban. hak~hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau 

role, Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, 

!a.zimnya dinamakan pemegang peranan (role occupation). 

Jaksa adaiab pejabat fungsional yang diberi wewenang o1eh undang~ 

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain 

berdasarkan undang-undang (pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) 

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang

Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan se.rta kewenangan lain berdasarkan 

10Soerjono Soekanto, Masalah PenegrzkQn Hukum (Bandung: Alumni, t990), hat 122. 
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undang-undang (pasal 2 ayat{l) Undang-Undang No.l6 Tahun 2004tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia). 

Tindak pidana perikanan sebagaimana yang tercantum pada lampiran 

bagian L lstilah-lstilah Berkaitan dengan Tindak Pidana Perikanan dalam 

PERMA No. OJ Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan yaitu : 

Illegal Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukun oleh 

orang atau kapal perlkanan berbendera a.sing atau berbendera Indonesia 

di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikunan Rl) tanpa izin atau 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

Unreported fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak pemab 

dilaporl<an atau dilaporl<an secora tidak benar kepada instansi yang 

berwenang, tidak sesuai dengan penaturnn perundang-undangan 

nasionat; 

Unregulared fiShing adalah kegiatan penangkapan ikun pada suatu area 

penangkapan ikan atau stok ikan di WPP-Rl; 

(1). Yang belum diterapkan ketentuan pelestariarmya dan 

pengelolaannya~ 

(2). Dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan 

tanggungjawab Negara untuk pelestarlan dan pengelolaan 

sumber daya ikan sesuai hukum intemasional. 

I. 7 Metode PeneHtian 

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan bahan~bahan yang 

digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan tersebut. 

Adapun metode penelitian yang digunakan terdiri dari sistematika sebagai 

berikut: 

1. Metode Penelitian 

Untuk mencari kebenaran, dipertukan data, baik data kepustakaan 

maupun data lapangan. Dalam mendapatkan, mengumpulkan, mengolah 

dan menganalisis data diperlukan rnetode penelitian yang tepat untuk 
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memecahkan pokok permasalahan dalam membuktikan kebenaran 

hipotesis. Penulis lebih menekankan pada penjelasan mengena1 

pendekatan yang digunakan penuHs terhadap pokok permasalahan yang 

diteliti, lebih berorientasi pada tujuan dan kegunaan. 01eb karena itu 

pendekatan yang tepat yaitu pendekatan normatif disertai dengan 

wawancara. 

l. Jenis dan Sumber Data 

antara: 

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut : 

I. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan~bahan primer 

antara lain: peraturan perundang-undangan. bahan sekunder antara lain 

bahan-bahan karya ilmiah, dan bah.an tertier. antara lain kamus·kamus 

dan lain-lain dengan menggunakan sarana kepustakaan sebagai sumber 

untuk mendapatkan data sekunder.11 

2. Untuk melengkapi dan menunjang data sekunder diperlukan data 

primer dengan melalui penelitian lapangan, terutama melakukan 

wawancara terhadap rekan-rekan Jaksa yang sudah berpengalaman 

menangani kasus tindak pidana perikana.n,. serta pihak-pihak terkait 

lainnya dalam penanganan tindak pidana perikanan yaitu hakim pada 

pengadiian perikanan. Wawancara ditakukan terhadap Jaksa-Jaksa 

tindak pidana perikanan di Jakarta Utara yaitu Esther Tanak, SH dan 

Yuana. SH serta Iaksa tindak pidana perikanan di Sorong, Papua yaitu 

Esther Valedna, SH, Kemudian penulis rnelakukan wawancara dengan 

11 Menurut soerjono Soekento, data :sekunder dari sm;l1.1t dan tipenya dapat dibedakan 

I. Dala Selrundcr yang bersifal pribadi. yailu mencakup: 
a. Dokumen prib.ad[, sepcrti surat,. buku harlan dan seterusnya. 
b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bcrsangkutan pemah beke!ja 

ate:u sedang bekerja_ 
2. IlatR sekunder yang bersifat pubHk mencalmp: 

a Data arsip. yaitu data yang dapat diperpnakan uruuk kcpentingan l!miab oleh pao;t 
ilmuwan. 

b. Data resmi pada inStanSi~instansl pemerinlAh, yang kadang~k2de.ng tidak mudeh untuk 
Oiperolt:h. oieh lwena mungkln herslfat rahasla. 

c. Data lain yang dipubHkasikan, misalnya Yurisprurlensi Mahkamah Agung. 
libat Soerjono Soekanto, Pengantar Penelititm Huh.mr f:etalwn Ill, (Jakarta : Universitas 
Indonesia. 1986), haL 12 
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Pantono Ronowijaya., SH Kasi II Subdit Tindak Pidana Ekonoml dan 

Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penuntutan yang 

mewak:ili Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 

Khusus dan Darnba, SH Kasi Subdit Tindal< Pidana Ekonomi dan 

Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Upaya Hukum dan 

Bksekusi yang mewakili Direktur Upaya Hukum dan Eksekusi p.O. 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung RI. 

Selain itu penulis juga meiakukan wawancara dengan para hakim ad 

hoc pengadilan perikanan Jakarta Utara. yaitu Bpk. Ir.Drs.Soehartono, 

MM , Bpk. Jr. Takbwin Oesman, Bpk. Dony HarSo, S.IP dan lbu Hj. 

Soemiati, SH. 

3. Penyajinn dan Analisis Data 

Data primer dan data sekunder yang diperoleh akan disusun seeara 

sistematis untuk seJanjutnya dianalisis secam kualitatif. Analisa kualitatif 

dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi data yang diperoleh 

secara mendalam dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan dan 

memperoleh kejelasan terhadap permasalahan di dalam penelitian ini. 

1.8 Sistematika Peoulisao 

Penelitian ini dituHs dalam bentuk dan susunan sebagai berikut: 

Bab l 

Bab !l 

PENDAHULUAN 

Bab 1m menguraikan mengenai Jatar belakang 

permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptuaJ, 

dan metode yang digunakan dalam penelitian ini serta 

sistematika penulisan penelitian. 

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA 

PERIKANAN. 
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dalam bab ini akan diuraikan, perkembangan pengaturan 

tindak pidana perikanan di Indonesia, proses penegakan 

hukum tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan 

menurut ketentuan hukum intemasional, tindak pidana 

tHbidang perikanan menurut UU No.3 I Tahun 2004. serta 

keterkaitan tindak pidana perikanan menurut hukum 

nasional Indonesia dengan ketentuan Internasional. 

PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM 

· PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA 

PERIKANAN 

Daiam Bab int menguraikan penegakan hukum oleh Jaksa 

Penuntut Umum terhadap tindak pidana perikanan dari 

tahap prapenuntutan dan tahap penuntutan kemudian upaya 

hukum. 

HASll. PENELITIAN DA.l'il ANALISA 

Dalam Bah ini menguraikan hasH penelitian penegakan 

hukum oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan 

tindak pidana perikanan, berbagai kandala yang 

menimbulkan beberapa permasalahan hukum bagi Jaksa 

Penuntut Umum daiam penanganan perka.ra tindak pidana 

perikanan. serta upaya-upa.ya Jaksa Penuntut Umum daiam 

mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam 

penanganan perkara tindak pidana perikanan. 

PENUTUP 

Pada bab terakhir ini disarnpaikan kesimpulan yang 

diperoleh dari analisis penetitian serta saran-saran yang 

mungkin dapat digunakan dalam penegakan hukum tindak 

pidana perikanan. 
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BABU 

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERIKANAN 

2.1. Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia 

Bagi Indonesia, pe:rikanan mempunyai peranan yang cukup penting 

dalam pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa 

faktor, diantaranya adalah :18 

Banyaknya nclayan menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha 

perikanan tangkap; 

Adanya sumbangan devisa yang jumiahnya cukup signifikan dan 

cenderung men.ingkat dari tahun ke tahWl; 

Untuk memenuhi sumber protein hewani bagi sebagian masyarakat; 

Membuka lapangan keJja bag! angkatan ke~a baru, sehingga diharapkan 

mampu mengurangi angka pengangguran dan ; 

Adanya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia. 

OJeh karena perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dan 

strategis dalam pembangunan perekonomian nasJonaJ maka diperlukan suatu 

peraturan perundang-undangan untuk mengaturnya. Pada awainya. pengaturan 

perikanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1985 

tentang Perikanan. Dan setelah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa

Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang No.17 

Tahun 1982 tentang Pengesahan United Nations QmventiOn on The law of 

The Sea /982 {UNCLOS), maka Negara Kesatuan Republik Indonesia 

memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan 

sumber daya ikan di zona ekooomi eksklusif Indonesia dan taut lepas yang 

diJaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar intemasional yang berlaku. 

Pada tanggal 6 Oktober 2004, Undang-Undang No.9 Tahun 1985 

tersebut digantl dengan Undang~Undang No.3l Tahun 2{)04 tentang 

Perikanan, karena sebagaimana yang dijelaskan dalam konsiderans Undang

Undang No.3! Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang No.9 Tahun 

111 Ariadno, op.cit., hal.l90-l9L 
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1985 belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan 

kurang mampu mengantis:ipasi perkembangan kebutuhan hukum serta 

perkembsngan teknoJogi dalam rangka pengelolilan sumber daya ikan. 

Dalarn penjelasan Undang-Undang No.3l Tahun 2004 tersebu~ 

dinyatakan : 

bahwa pelaksanaan penegakan lmkum dibidang perikunan menjadi 

sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan 

perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan 

perikanan~ sehingga pembangunan pedkanan dapat berjalan secara 

berkelanjutan. 01eh karena itu1 adanya kepastian hukum merupakan 

suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang·Undang ini lebih 

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum 

atas tindak pidana di bidang perikanan. yang mencakup penyidikan, 

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian 

perlu diatur secara khusus, mengenai kewenangan penyidik. penuntut 

umum dan bakim dalam rnenangani tindak pidana dibidang perikanan; 

Undang-llndang ini mernuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan 

khusus Oex specialis). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di 

bidang perikanan yang terjadi selama ini terbukti mengalami berbagai 

hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat 

spesifik yang menyangkut hukum materiiJ dan hukum formil. Untuk 

menjamin kepastian hukum, baik ditingkat penyidikan, penuntutan 

maupun ditingkat pemeriksaan di sldang pengadilan, ditentukan jangka 

waktu secara tegas, sehingga dalam Undang - Undang ini, rumusan 

mengenai hukum acara (formil) berSifat lebih cepat; 

Untuk meningkatkan efisiensi dan efelctivitas penegakan hukum 

terhadap tindak pidana di bidang perikanan, maka dalam Undang -

Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan di 

lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama ka1i di bentuk 

dilingkungan peradilan umum, dan untuk pertama kali dibentuk di 
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lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung 

dan Tual. 

Undang-Undang No.3! Talmn 2004 ini diharapkan dapat mengantisipasi 

perkemhangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka 

pengeloiaan sumber daya ikan. 

2.2. Tindak Pidana Perikanan Menuru:t Ketentuan Hukum 

Iote.rnasional 

Pada tanggal 24 November 1993 FAO (Food Agriculture Organization) telah 

mernprakasai terbentuknya Agreement to Promote Complfance with 

International Conse1"11f1tion and }JanagemeP.t Measures by Fishing VeSEels on 

The High Seas, yang 1ebih dikenal dengan istilah 1993 FAO Compliance 

Agreemenl. Beberapa ketentuan dalam 1993 FAO Complicmce Agreemenl ada 

yang merupakan upaya untuk mencegah Illegal, Unreported and Unregalated 

(IUU). Setelah itu pada tahun 1995 terhentuk Code of Conduct for 

Respon.sible Fisheries (CCFR), yang mengandung prinsip-prinsip yang perlu 

diterapkan untuk mencapai perikanan yang berketanjutan. Walaupun CCFR 

bukan merupakan hukum yang bersifat mengika~ akan tetapi banyak diadopsi 

dalam ketentuan hukum nasional Negara-negara anggota F AO. 

Kemudian FAO mengeluarkan beberapa panduan mengenai konsep 

manajemen perikanan berkelanjutan sebagai pelaksanaan dari CCRF. 

diantaranya yaitu International Plan of Action for niega!, Unreported and 

Unregulated Fishing QPOA-IUU) yang telah disetujui pada sidang COFI ke 

24 tanggal 2 Maret 2001 dan disahkan pada sidang Dewan FAO ke 120 

tanggal 23 Juni 200 I. 

Batasan atau definisi perikanan IUU secara lntemasionat merujuk pada 

IPOA-IUU yang diprakasai dan disponsori oleh FAO dalam konteks 

imp;ementasi FAO-Code of Conduct for Responsible Fisheries. 

Selain batasan perikanan IUU secara intemasional tersebut, setiap 

Negara sebagaimmana halnya dengan Jndonesia merniUki definisi sendiri 

tentang perikanan IUU yang dipraktikkan dalam yurisdiksi negaranya masing~ 

masing. 
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Dala.m IPAO diatur mengenal penangkapan ikan illegal, tidak 

dilaporkan dan tidak diatur, diantaranya sebagai berikut : 

a. Penangkapan ikan illegal (Illegal Fishing) 

Butir 3.1. IPOA-IUU memberikan definisi penangkapan ikan ilegal (illegal 

fishing) sebagai aktifitas-akti!itas yang : 

(l ). Dilakukan oleh setiap kapal, baik asing maupun kapal nasional dari 

negara-negara mana saja (jadi berlaku juga untuk kapal-kapal dari 

negara-negara yang bukan anggota FAO) yang: 

a. Melakukan kegiatan dalam wilayah perairan yurisdiksi suatu 

Negara; 

b. Kegiatan tenebut dilakukan lanpa ijin negara yang bersangkutan; 

c. Bertentangan dengan hukum dan peratumn setempat. 

(2). Dilakukan oleh kapal-kapal yang berlayar mempergunakan bendera 

Negara anggota dari organisasi regional konservasi dan pengelolaan 

penangkapan ikan yang terkait, yang: 

a. Bertentangan dengan keten!uan-ketentuan mengenai konservasi 

dan pengelolaan yang ditetapkan organisasi dimana Negara 

rersebut terikat, atau 

b. Bertentangan dengan hukum intemasional 

Tidak ada batasan wilayah dalam butir ini, jadi dengan dernikian 

diasumsik:an dimanapun kapal yang berbendern anggota organisasi 

regional konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan yang terkait 

melakukan tindakan yang bertentmgan dengan hokum internasiona! 

(contohnya ketentuan konservasi UNCLOS 1982), maka dapat diambil 

tindakan. 

(3). Bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban intemasional 

termasuk juga kewajiban Negara-negara anggota organisasi 

pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut. 

b. Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (Unreported Fishing) 
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Deftnisi IPOA lUU dalam butir 3.2 tentang penangkapan ikan yang tidak 

dilaporkan adalah penangkapan ikan yang: 

(1). Tidak dilaporkan atau salah dilaporkan kepada otoritas nasional yang 

terkait. Acuan yang dipakai adalah hukum dan peraturan nasional, jadi 

pengertian yang tidak dilaporkan tergantung dari penafsiran hukum 

masing~masing huk:um nasional dari tiap negara. 

(2). Tidak dilapcrkan atau salah dilaporkan pada organisasi regional 

konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan yang terkait. Acuan 

yang dipakai adalah k:etentuan organisasi tersebut. Batasannya adalah 

dalam area dimana organisasi tersebut mempunyai kompetensi. 

c. Perumgkapan ikan yang tidak diatur (Unregulated Fishing) 

Butir 3.3 dari IPOA-ruu mendefinisikan penangkapan ikan yang tidak 

diatur adalah kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang: 

(1 ). Dilalrukan di area organisasi penge1o1aan perikanan regional oleh: 

a. Kapnl t.anpa nasionalitas; 

b. kapal yang berbendera nega:ra bukan anggota dari organisasi atau; 

c. entitas..entitas penangkapan ikan yang lain (seperti Taiwan) 

Hongkong) yang bertentangan dengan ketentuan mengenai 

konservasi dan pengelolaan dari organisasi tersebut dimana 

ketentuan tersebut dapat diterapkan. 

Ketentuan lni meletakkan kewajiban pada negara yang bukan anggota 

dari perjanjian ini untuk tunduk pada ketentuan yang dibuat oleh 

organisasi pengelolaan perikanan regional yang terkait. 

(2). Dilakukan ber!ontangan dengan tanggungjawab negara mengenai 

konseiVasi sumber daya !aut berdasarkan hukorn internasional, jika 

temyata tidak ada ketentuan konservasi atau pengelolaan yang dapat 

diterapkan. 

Jadi definisi mengenai penangkapan ikan yang tidak diatur didasarkan pada 

pengertian pelanggaran ketentuan dalam organisasi pengelolaan perikanan 
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regional yang terkait terlebih dahulu, setelah ituj jika tidak terdapat 

ketentuannya, baru mengacu pada hukum intemasional yang rnengatur 

tanggungjawab negara da1am konservasi sumber daya ikan. Ada beberapa 

kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur yang diperbolehkan sejauh 

tidak bertentangan dengan hukum intemasional dan tidal< perlu terikat pada 

ketentuan IPOA. 

Kemudian di berbagal text books, perikanan IUU ini disebut juga 

Pirate Fishing. Istilah ttu menginclikasikan bahwa perbuatan penangkapan 

ikan adalah pelaku pembajakan a!Jls sumber daya ikan. Dua pakar manajemen 

perikanan yaitu Kuperan dan Surinen pada taboo 1998 mulai pertama kali 

menggun.a.kan istilah Blue Water Crime untuk menunjulr.ktm praktek perilr.tman 

IJ.TU. lstilah itu mengindlkasikan ballwa pcrlkanan lJ.TU adolah pcrbuatan 

criminal atau tindakan kejahatan. Jadi. Blue Water Crime adalah tindakan 

criminal di {aut yang Jidak lain atialah per;kanan IUU. Sebenamya Blue 

Water Crime tidak hanya dilakukan oleh mereka yang blue collar. Yang 

tertangkap oleh aparat keamanan memang hanya mereka yang blue collar 

alias nelayan buruh. Para blue collar bukanlah tokoh utama atau dalang 

perikanan IUU. Mereka hanya disetir oleh while collar alias manager, direksi, 

komisaris perusahan.19 

2.3. Tindak Pidana di Bidaog Perikanan Menurut Ketentuan Uadang

Undang No. 31 Tahun 2004 

UU No.3! tahun 2004 in!, mengatur secara komprehensif pokok-pakok 

pembangunan perikanan yang yang berawal dari penataan atau pengelotaan 

sumber daya perikanan, pemanfaatan, pengawasan, hingga pengolahannya 

dan pernasaran produk perikanan, juga memberikan araban bagi 

pembangunan masyarakat perikanan, terutama pemberdayaan nelayan serta 

pengembangan usaha perikanan. 

Kemudian dalam UU No.3! tahun 2004, kejahatan (crime) dan 

pelanggaran (violation) perikananan adalah dua bentuk tindakan atau 

perbuatan melawan peraturan perundang-undangan perikanan. 

19 Vi.ctOr P.H.Nikijuluw, Blue Water Crime, (Jakarta:Cidesindo, 200S),hlm.xviii. 
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Undang- Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengkategorikan 

linda!< pidana da!am dua jenis yaitu : (I) Tindak pidana Kejahatan dan (2) 

Tindal< pidana pa!anggaran. Ketentuan pidana da!am UU No.3 I Tahun 2004 

diatur dalam Bab XV Pasal 84 sampai dengan Pasa! 100 dan Pasal 103. 

Dalam Pasall03 ayat (I) dinyatakan bahwa 

"lindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal86, 

Pasa/88, Pasa/91, Pasa/92, Pasa/93 dan Pasa/94 adalah lrejahatan", dan 

dalam ayat (2) disebutkan babwa "lindak pidana sebagaimana dimalrsud 

dalam Pasa/87, Pasa/89, Pasa/ 90, Pasal 95, Pasa/96, Paso/ 97, Paso/ 98, 

Pasa/99, dan Pasa/JOOadalahpelanggaran". 

Adapun jenis-jenis tindak pidana perikanan yang dirumuskan dalam 

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah sebagai 

berikut: 

TaheL2 

Rumusan Delik Ketentuan Pidana UU No.31 Tah-un 2004 

Pasal SubYek Rumusan Delik Sanks! 

84ayat1 Setiap orang Dengan sengaja, 

Diwilayah pengelolaan 
Pidana penjara paling 

Perikanan RI, me1a.kukan 
lama 6 (enam) tahun dan 

penangkapan ikan dan I 
denda paling lama banyak 

atau pembudidayaan ikan 
Rp.l.200.000.000,00 

dengan menggunakan 
(satu miliar dua ratusjuta 

hahan kimia. bahan 
rupiah). 

biologis, bahan paledak, 

alat dan I cara, dan latau 

bangunan yang dapat 

merugikan dan I atau 

membahayakan 

ke1estarian sumber daya 

Universitas Indonesia 

Beberapa permasalahan..., Ayu Agung, FH UI, 2008



24 

ikan dan I atau 

lingkungannya 

84 ayat2 Nahkoda atau Dengan sengaja, Pidana penjara maksimal 

Pemimpin kapa\ Diwilayah pengelolaan 10 Tahun dan denda 

perikanan, ahli Perikanan RI, Melakukan Rp.l. 200.000.000. 

penangkapan Penangkapan lkan dengan (satu miliar dua ratus juta 

ikan dan anak menggunakan bahan rupiah). 

buah kapai kimia,bahan biologi, bahan 

(ABK) peledak, alat dan/atau cam 

yang dapat merugikan 

dan/atau membahayakan 

petestarian sumber daya 

ikan dan/atau 

lingkungannya ( pasal 8 

ayat 2) 

84 ayat 3 Pemilik kapal Dengan sengaja, pi dana I 0 tahun penjara 

Perikanan, Diwilayah pengelolaan dan denda paling banyak 

Pemilik Perikanan RI, Melakukan Rp 2.000.000.000,00(dua 

perusahaan usaha penangkapan dan miliar rupiah) 

Perikanan, dengan menggunakan 

Penanggung bahan kimia, bahan 

Jawab biologis, bahao peledak, 

Perusahaan alat dan/atau cara, dan 

Perikanan, bangunan yang dapat 

dan/a tau merugikan danlatau 

operator kapal membahayakan kelestarian 

perikanan. sumber daya ikan atau 

lingk.ungan (sesuai pasal 8 

ayat 3). 
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84 ayat4 Pemilik Dengan sengaja, pidana penjara rnaksimal 

perusahaan DiwiJayah pengelolaan l 0 tabun dan denda 

pernbudidayaan Perikanan RI, paling banyak sebesar Rp 

ikan, kuasa Menggunakan bahan 2.000.000.000 (dua 

pemilik kimia, bahan peledak, miliar rupiah) 

pembudidayaan bahan biologis, alat 

ikan, dan/atau dan/atau cara danlatau 

penanggung bangunan yang dapat 

jawab merugikan dan/atau 

perusahaan membahayakan. 

pembudiday .. n keJestarian somber daya 

ikan. ikan dan/atau 

lingkungamya {sesuai 

pasai 8 ayat ayat 4). 

85 Setiap orang Dengan sengaja, pidana maksimal5 tahun 

Diwilayah pengeloiaan penjara dan denda paling 

Perikanan RI, Memiliki, banyakRp. 

menguasai, membawa dan 2.000.000.000 (dua 

atau menggunakan a!at miliar rupiah) 

penangkap ikau dan atau 

alat bantu penangkapan 

ikan yang berada dikapal 

penangkap ikan. Tidak 

sesuai dengan persyaratan 

atau standart yang 

ditetapkan (sesuai pasal 9) 

86 ayat 1 Setiap orang Dengan sengaja. maksimum 10 tallUn 

Diwilayab peogelolaan penjara dan denda paling 

Perikanan Rl, Melakukan banyak Rp. 

perbuatan yang 2.000.000.000 
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mengakibatkan ( dua miliar rupiah) 

pencemaran dan atau 

kerusakan somber daya 

ikan atau lingk.ungarutya 

(sesuai pasall2 ayat 1) 

86ayat2 Setiap orang Dengan sengaja, maksimum 10 tahun 

Diwilayah pengelolaan penjara dan denda paling 

Perikanan RI, ban yak Rp. 

Membudayakan ikan yang 1.500.000.000 

dapat membahayakan (satu miliar lima ratusjuta 

sumber daya ikan dan atau rupiah) 

lingkungan somber daya 

ikan dan atau kesehatan 

manusia (sesuai dengan 

pasal 12 ayat 2 ) 

86 ayat 3 Setiap orang Dengan sengaja, maksimum 6 tahun 

Diwilayah pengelolaan penjara dan denda paling 

Perikanan RI, banyak Rp. 

Membudidayakan ikan 1.5000.000.000; 

basil rekayasa genetika (satu miliar lima ratus juta 

yang dapat rupiah) 

membahayakan somber 

daya ikan dan atau 

lingkungan somber ; daya 

ikan dan atau kesehatan 

manusia (sesuai pasal 12 

ayat 3) 

86 ayat 4 Setiap orang Dengan sengaja, maksimum 6 tahun 

Diwilayah pengelolaan penjara dan denda paling 

Perikanan RI, ban yak 
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87 ayat 1 Setiap orang 

87 ayat 2 Setiap orang 

88 Setiap orang 

27 

Menggunakan obat-obatan Rp.I.OOO.OOO.OOO 

dalam pembudidayaan 

ikan, 

Dapat membahayakan 

sumber daya ikan dan 

atau lingkungan sumber 

daya ikan dan atau 

kesehatan manusia (sesuai 

pasal12 ayat (4}) 

Dengan sengaja, 

(satu miliar rupiah) 

pidananya maksimum 6 

Diwilayah pengelolaan tahun penjara dan denda 

Perikanan RI, paling banyak Rp. 

Merusak plasma muifa 1.0000.000.000 

yang berkaitan dengan (satu miliar rupiah) 

sumber daya ikan (sesuai 

pasal 14 ayat 4) 

Karena kelalaiann:ya, 

Diwilayah pengelolaan 

Perikanan RI, 

Mengakibatkan rusaknya 

plasma nutfah yang 

berkaitan dengan sumber 

daya ikan ( sesuai pasal 

14ayat4) 

Dengan sengaja, 

Memasukan, 

mengeluarkan, 

mengadakan, 

maksimum 6 tahun 

penjara dan denda paling 

banyak Rp. 500.000.000, 

(lima ratus juta rupiah) 

maksimum 6 tahun 

penjara dan denda paling 

banyak Rp. 

1.500.000.000; 

mengedarkan, dan atau (satu miliar lima ratusjuta 
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89 Setiap orang 

90 Setiap orang 

91 Setiap orang 

28 

memelihara ikan yang rupiah) 

merugikan masyarakat, 

pembudidayaan ilmn~ 

sumber daya ikan cJan 

atau lingkungan sumber 

daya ikan kedalam atau 

keluar wilayah 

pengelolaan perikanan Rl 

(sesuai posai 16 ayat I) 

Meiak:ukan penanganan maksimurn 6 tahun 

dan pengelolaan ikan penjara dan denda paling 

yang tidak memenuhi dan banyak Rp. 800.000.000; 

tidak menerapkan 

persyaratan kelayakan 

pengelolaan akan sistem 

jam inan mutu dan 

keamanan hasil perikanan 

(sesuai pasal 20 ayat 3) 

Dengan sengaja, 

Melakukan perna.sukan 

atau pongeluanm ikan dan 

atau basi I perikanan dari 

dan/atau kewilayah Rl, 

tidak dilengkapi sertifikat 

kesehatan untuk konsumsi 

manusia (sesuai pasal 21) 

(delapan 

rupiah) 

maksimum 

rntus juta 

tanun 

penjara dan at:au denda 

paling banyak 

Rp.SOO.OOO, 

(delapan 

rupiah) 

ratus juta 

Dengan sengaja, maksimum 6 talmn 

Menggunakan bahan baku, panjara dan denda paling 

bahan tambahan rnakanan, banyak 
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bahan penolong dan atau Rp. 1.500.000,000(satu 

yang membahayakan miliar lima ratus juta 

kesehatan manusia dan rupiah) 

atau tingkungan datam 

meiaksanakan penanganan 

dan pengolahan ikan sesuai 

pasal23 ayat I 

I 
92 Setiap orang Dengan sengaja, maksimum 8 lahun 

Melakuk.an usalut panjara dan denda paling 

parikanan,pangangkutan banyak Rp.l.500.000,000 

pangolahan ikan yang tidak (satu miliar limaratusjuta 

mcmiliki SIUP (sesuai rupiah) 

pasal 26 ayat I) 

93 ayat l Setiap orang Memitiki dan atau maksimum 6 lahun 

mengoperasilam kapal penjara dan denda paling 

paJJangkapan ikan banyak Rp.2.000.000,000 

berbendara Indonesia, ( dua miliar rupiah) 

Melakakan penangkapan 

ikrul diwilayah pangelolaan 

perikanan R1 dan atau 

dilaut lepas, 

Yang tidak memiliki SIP! 

(sebagaimana yang 

dimakSild dalam pasal 27 

ayat l) 

93ayat2 Setiap orang Memiliki dan atau maksimum 6 tahun 

mengoperasikan kapal panjara dan denda paling 

panangkap ikan bemendara banyak 

asing. Melakukan Rp.20.000.000,000 
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94 Setiap orang 

95 Setiap orang 

Setiap orang 

JO 

penangkapan ikan, (dua puluh miliar rupiah) 

Diwilayah penangkapan 

porikanan Rl, Tidak 

memlliki SIP! (sesuai penal 

27ayatl) 

Memiliki dan/atau 

mengoperasikan kapal 

pengangkut, 

Di wilayah perikanan Rl, 

Yang melakukan 

pengangkutan ikan atau 

kegiatan yang terkait yang 

tidak memiliki S!KPI 

sebagaimana dimaksud 

dalam penal ;!g ayat (I) 

maksimum I tahun 

penjam dan denda paling 

banyak Rp.l.500.000,000 

(satu miliar lima ratus juta 

rupiah) 

Membangun. mengimpor, Pidana penjara paling 

atau memodifikasi, kapal lama J (satu)tahun dan 

perikanan yang tidak denda paling banyak 

mendapat persetujuan Rp.600.000,000,00 (enam 

terlebih dahulu ratus juta rupiah) 

sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 35 ayat (I) 

Mengoperasikan kapal 

perikanan di wilayah 

pengelolaan perikanan R1 

yang tidak mendaftarkan 

kapal perikanannya 

sebagaimana kapai 

perikanan Indonesia 

Pidana penjara paling 

lama l (satu)tahun dan 

denda paling banyak 

Rp.SOO.OOO,OOO,OO 

(delapan ratus juta rupiah) 
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·-· 
sebagaimana dimaksud 

dalam pasal36 ayat (I) 

97 ayat I Nakhoda Mengnpen!Sikan kapal denda paling banyak 

penagkap ikan berbendera Rp.500.000,000 (lima 

asing ratus juta rupiah) 

Tidak memiiiki ' ' 
IZ!ll 

penangk:apan lkan Yang 

selama berada diwilayah 

pengelolaan perikanan Rl 

tidak menyimpan alat 

penangkapan ikJm didalam 

Palka (sesuai pasal 38 ayat 

I) 

97ayatl Nakhoda Mengoperasikan kapal denda paling banyak 

pel1llgk:ap ikaa berbendera Rp.I.OOO.OOO,OOO (satu 

asing, TeJah memiliki izin miliar rupiah) 

penangkapan ikan dengan 

satu jen!s alat 

penangkapan ikan tertentu 

pada bagian tertentu di 

ZEEI, Membawa a tat 

penangkapan ikan lainnya 

(sesuai pasal38 ayat 2) 

97 ayat3 Nakhoda Mengoperasikan kapal denda paling benyak 

panangk:ap ikaa Rp.500.000,000, (lima 

berbendera asing, ratusjuta rupiah) 

MemHikllzin 

penangkapan ik.an, Tidak 

menyimpan alat 
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penangkap ikan dalam 

Palka selama berada diluar 

daerah penangkapan yang 

dii.zinkan (sesuai pasal38 

ayat 3) 

98 Nakhoda Tidak memiliki izin maksimum l tahun 

berla)'llt sebagai kapel penjara dan denda 

perikanan yang Rp.200.000,000 (dua 

dikeluarkan oleh yang syah ratusjuta rupiah) 

(pasal42 ayaf2) 

99 Setiap ornng Melakukan pene1itian maksimum l tahun 

asing per:ikanan, penjara dan denda 

Diwilayah pengelolaan Rp.I.OOO.OOO,OOO (satu 

perikanan Rl, miliar rupiah) 

Tidak memiliki izin dari 

pemerinlah Rl (sesuai 

pasal55 ayat l) 

100 Setiap orang Melanggar ketentuan yang Pidana maksimal denda 

ditetapkan sebagaimana Rp.250.000,000 

dimaksud dalam pasal 7 (dua ratus lima puluh jura 

ayat2 rupiah) 

Dalam UU No.3 I tahun 2004, pidana kejahatan dapat terjadi karena :20 

I. penggunaan metode dan telmologi prodaksi yang destrulctif, 

2. penggunun tekaologi dari ketentuan; 

3. kejahatan dalarn hal perizinan usaha dan izin penangkapen ikan; 

4. kejahatan dalam hal pengangkutan ikan; 

5. perusakan lingkungan perikanan; 

20 Nikijuluw. op.cit.,hlm.29. 
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6. kejahatrul yang berkaitan dengan karantina ikan, dan 

7. kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan dan pemasaran 

ikan. 

Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Nikijuluw bahwa yang dimaksud 

dengan :21 

1. Kejabatan Pcrikanan Destruktif 

Adalah kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di wilayah 

pengelolaan RI dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, 

bahan peledak, alat dan/atau caro, dan/atau bangunan yang dapat 

merugikan dan/atau membahayakan kelestariann sumber daya ikan 

dan/atau lingkungannya. 

Merusak sumber daya aban dan lingkungan perikanan pada saat ini 

akan membawa lrerugian bukan saja membawa kerugian bagi generasi 

sekarang teta:pijuga bagi generasi yang akan dating. 

Terhadap kejahatrul seperti ini, pada pasal 84 UU No.3! tahun 

2004 secara eksplisit bukan saja nelayan yang melakuka.n operasi 

pem:mgkapan ikan yang dikenai hukuman tindak kejahatan, tetapi juga 

actor dibalik layer, actor intelektualnya, pemili~ direksi dan komisaris 

perusahaan yang meskipun tidak turun ke Jaut untuk menangkap ikan 

secara langsung tetapi secara formal memiiiki dan menjalankan usaha 

perikanan, Tindak pidana k:ejahatan ini dikenai hukuman pidana secara 

variatifyang terdiri dari hukuman pidana penjara 1aing lama 10 tahun 

dan hukuman denda makaimum Rp.2 miliar. Pasal ini juga dapat 

menjaring mereka yang meskipun bukan pemilik perusahaan dan kapal 

perikanan, tetapi dalam kenyataannya merupakan agen perusahaan 

asing dan bertanggungjawab dalam pengoperasian perusahaan dan 

kapal perikanan yang dimaksud di Indonesia. 

2. Kejahatan Penggunaan Teknologi 

Penyimpangan teknologi perikanan, yaitu kejahatan yang 

dilakukan jika seseorang memiHki, menguasai, membawa. dan/atau 

11 Ibld., haL32-4S. 
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menggunakan alat alat penangkapan ikan danlatau alat Bantu 

penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran dan standar yang 

ditetapkan, tidak sesuai dengan persyaratan, dan/atau dilarang 

penggunaannya. Pelaku kejahatan ini dihukum penjara maksimum 

lima tahun dan hukuman denda paling banyak Rp.2 miliar (vide pasal 

85 UU No.3 I Tahun 2004). 

Contoh alat tangkap yang dilarang penggunaannya adalah pukat 

harimau (ttawl). Sesuai dengan Keppres 3911980 yang masih berlaku, 

tek:nologi ini tidak diizinkan dioperasikan di Indonesia. 

3. Kejahatan Perizioan 

lzin perikanan merupnkan a!at kontro! pemerintah da!am 

penge]olaan sumberdaya dan usaha perikanan. Dengan mengeluarkan 

dan rnengalokasikan izin perikanan, pernerintah dapat mengetahui 

seberapa besar sumber daya perikanan yang ada sudah dike!o!a dan 

dimanfaatkan. Pada saat yang sarna sekaligus mengetahui besaran 

potensi ekonomi yang masih tersedia untuk calon investor berikutnya. 

lzin adalah paspor untuk menangkap ikan dan berusaha di bidang 

perikanan. Pemerintah telah menetapkan dua macam surat izin yang 

barns dimiltki oleh seseorang untuk menjalankan usaha penanngkapan 

ikan di Indonesia yaitu (l ). Sural lzin Usaha Perikanan (SIUP) dan (2). 

Surat lzin Penangkapen lkan (SIP!), 

SIUP adalah suatu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan 

perikanan untuk melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan 

perikanan indonesia dengan menggunaka.n sarana produksi (kapal dan 

alat tangkap ikan) seperti tercantum dalam surat izin tersebut. Usaha 

yang di!akukann tanpn SlUP ada!ah suatu tindak pidana kejahatan dan 

diancam dengan hukuman penjara paling lama delapan tahun dan 

hukuman denda maksirnurn Rp. I ,5 Miliar. Kepemi!ikan S!UP 

diwajibkan begi mereka yang berbisnis dalam bidang penangkapen, 

pembudidayaan, pengangkutan, pengo!ahan dan pemasaran ikan. 

Sementara nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil~ yattu mereka 
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yang melakukan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari~hari, dibebaskan dari keharusan memiliki SIUP. 

Sedangkan SIPL adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap 

orang yang menjalankan usaha penangkapan ikan dengan 

menggunakan kapal berbendera Indonesia maupun asing. Kapal 

berbendera Indonesia diwajibkan merniliki SIPI untuk menangkap ikan 

baik di perairan Indonesia (yang terdiri dari perairan Kepulauan 

Indonesia. perairan pcdalamant laut territorial dan Zona Ekonomi 

Ekskustf) maupun laut lepas (high sea, international waters). Ketiadoon 

SIP! juga dikategorikan sebagai pidana kejahatan dan dihukum dengan 

pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp.2 

miliar. Sementata itu, kapal perikanan berbendera aslng yang 

melakukan penangkapan ikan berbendera aslng yang melakukan 

penangkapan ikan tanpa SIPT diperairan Indonesia diancam dengan 

hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak 

Rp.20 miliar (vide pasal93 UU No.3! Tahun 2002). 

4. Kejabalan Pengangkulan Ikan 

Pengangkutan ikan darj !aut ke daerah konsumen. termasuk ke 

konsumen tuar negeri, merupakan isu yang penting di Indonesia. 

Tanpa ada pengangkutan, ik.an yang potensial mahal harganya menjadi 

rendah nilainya. 

Namun, pengangkutan ikan secara Hlega~ dan unreported secara 

langsung dari perairan Indonesia ke luar negeri memiliki dampak 

ekonomi yang besar. Dampak tersebut dapat diuraikan berikut ini: 

Perlama. yaitu bahwa praktik ini akan mengurangi kemampuan 

Indonesia untuk rnencatat jumlah sebetulnya produksi ikan perairan 

Indonesia. Data produksi riil ini sangat penting karena dapat digunakan 

sebagai basis estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya 

perikanan di perairan Indonesia. Dengan mengetahui tingkat produksi 

total, dapat diketahui tingkat pemanfaatan sumber daya yang tersedia, 
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dan selanjutnya dapat dihitung dan dapat ditentukan 1>"1llnsi serta 

kebutuhan investasi. 

Kedua, yaitu bahwa praktik ini mengakibatkan industri pengolahan 

produk perikanan di daratan Indonesia mengalami kekurangan suplai 

bahan baku. 

Keliga. yaitu bahwa praktik pengangkutan ikan secara illegal dan 

unreported ini membuat kekuatan eskpor produk perikanan Indonesia 

menjadi semakin lemah, pengembangan produk sangat rerbatas dan 

niJai ek:spor tida.k bertambah secara signifikan. 

Oleh kanena itu luas dan besamya dampak praktik penganglrnnan 

ikan yang betsifat lUU ini modusnya dapat berupa ttansshipment di 

tengah !aut dari kapal penangkap ke kepal pengangkut ikan, merujuk 

pada peraturan yang ber!aku, prak:tik ini digolongkan sebagai tindak 

pidana kejabatan. Untuk mengatasi dan mencegah hal ini, UU No.3 I 

Tahun 2004 mensyaratkan bahwa pengoperasian kapal pengangkut 

ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia harus berdasarkan 

Surat lzin Kapal Pengangkut !ken (SJKPJ). S!KPI adalah izin rertulis 

yang wajib dimiliki untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di 

perairan 1ndonesia, Ketiadaan SIKPI adalah kejahatan dan dianeam 

bukuman pida.na kurungan maksimum Jirna tahun dan denda 

maksimwnRp.I.5 miliar. 

5. Kejahatan Pet11Sakau Lingknngan 

Kejahatan perusakan lingkungan dan sumber daya ikan adalah 

perbuatan yang membahayakan kesehatan rnanusia. Perbuatan yang 

dimaksud adalah pencemaran, perusakan sumber daya ikan dan 

lingkungan, pembudidayaan ikan dengan menggunaka.n rekayasa 

genetika yang membawa dampak negatif, serta penggunaan obat~ 

obatan dalam pembudidayaan ikan yang juga berdampak negatif. 

Pelake kejahatan·kejahailul ini dihukum penjara paling lama I 0 tahun 

serta dennda maksimum Rp.2 miliar (vide pasal 86 UU No.3! talllln 

2004). 
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6. Kejahatan Karantina lkan 

Kejahatan karantina ikan adalah perbuatan memasukkan ke dalam 

wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, mengeluarkan ikan dari 

wUayah Indonesia, mengadakan dan atau rnemelihara ikan yang 

merugikan masyarakat pemhudidayaan ikan, sumber daya Jkan, serta 

lingkungannya. Pelaku kejahatan-kejahatan ini dipidana dengan 

hukuman penjara mak.simum enam tahun dan hukuman denda paling 

banyak Rp.l,S miliar (vide pasal88 UU No.3! Tahun 2004). 

Kejahatan karantina ikan ini lebih banyak menyangkut kegiatan 

pemhudidayaan ikan. Dampaknya pun lebih berkaitan dengan 

perikanan budi daya. Jika ikan yang dimasukkan ke dalam wilayah 

Indonesia tanpa proses karantina dan temyata blsa mempengaruhi stok 

dan popula.si ikan local) rnisalnya ikan yang dibawa masuk ke dalarn 

wilayah Indonesia adalah predator atau kompetitor ganas, populasi 

alam dapat terganggu yang pada akhimya mengurangi kesediaan ikan 

yang dapat ditangkap nelayan indonesia. 

7. Kejahatan Peoangauan dan Peogolahan Ikan 

Kejahatan Penanganan dan Pengolahan lkan berknitan dengan 

penggunaan bahan baku, bahan tambahan, bahan penoberg. dan/atau 

alat yang membahayakan kesehatan mmanusia danlatau lingkungan. 

Pelaku kejahatan ini dlancam dengan hukuman penjara maksimum 

enam tahun dan hukuman denda paling banyak Rp.l,S miliar (vide 

pasal91 UUNo.3l tahun2004). 

Sementara pidana pelanggarnn dapat tetjadi karena: 

l. membangun, mengimpor dan memodifikasi kapal perikanan tanpa 

pen;etujuan menteri (vide pasal 95 UU No.3! tahun 2004); 

2. pengoperasian knpal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan 

Indonesia tanpa knpal tersebut didaftarknn sebagai knpal perikanan 

Indonesia (vide pasal 96 UU No.3! tahun 2004); 

3. mengopewikan kapal penangkup iknn berbendera asing yang tidak 

memiliki izin penangkapan ikanj tidak menyimpan alat penangkapan 
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ikan di dalam palka, atau menggunakan alat tangkap ikan yang tidak 

sesuai denngan izinnya (vide pasal 97 ayat I UU No.31 tahun 2004; 

4. melakukan penangkapan ikan tanpa izin berlayar dari syahbandar; 

5. melakukan penelitian perikanan tanpa izin pemerintah; 

6. pelanggaran dalam hal jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan 

ikan; daerah jalur dan musim penangkapan ikan;ukuran atau berat 

minimum (total allowable catch);serta system pemantauan kapal 

perikanan. 

Kemudian dalam pasal 101 diatur mengenai prinsip 

pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perikanan, dimana yang 

dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan tidak saja mereka yang 

merupakan pelaku langsung di lapangan tetapi juga korporasi yang berada di 

belakang mereka. Akan tetapi rumusan pasal 101 yang menyebutkan bahwa 

dalam hal " ... tindak pi dana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan 

sanksi pidananya dijatuhkkan kepada pengurusnya, pidana dendanya 

ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan", dengan demikian maka 

rumusan pasal 101 tersebut memiliki kelemahan karena walaupun korporasi 

diakui sebagai subyek tindak pidana , namun korporasi tersebut tidak dapat 

dimintai pertanggungjawaban pidana. 

2.4. KeterkaitanTindak Pidana Perikanan Menurot Hokum Nasional 

Indonesia dengan Ketentoan Hokum lnternasional 

2.4.1.Yurisdiksi Perairan Indonesia ditinjao dari UNCLOS 1982 dan 

Hokum Nasional 

Tabel 3 

Wilayah Perairan Nasional menu rut UNCLOS dan 

Hokum Nasional 
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Pasa12 UNCLOS Pasal 4 UU No.6 Tahun 1996 

Ked aula tan suatu Negara pantai Kedaulatan Negara RI diperairan 

meliputi : Indonesia meliputi: 

-Wilayah Daratan, perairan -!aut teritorial,perairan kepulauan dan 

pedalamannya,perairan kepulauannya, perairan pedalaman; 

dan laut territorial; -ruang udara diatas laut 

- ruang udara diatas !aut territorial serta territorial,perairan kepulauan,perairan 

dasar laut dan tanah dibawahnya; pedalaman dan dasar taut dan tanah 

- terhadap !aut teritorial dilaksanakan dibawahnya; 

dengan ketentuan tunduk pad a -tennasuk swnber kekayaan alam yang 

ketentuan konvensi ini dan peraturan terkandung dibawahnya. 

hokum intemasional Iainnya. 

Somber: Prof.DR.Etty R.Agoes,SH.MH dalam makalah Beberapa Ketentuan 

Tentang Perikanan Dalam Hukum Laut Intemasional (UNCLOS) 1982 yang 

disampaikan sebagai materi Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum 

Tindak Pi dana Perikanan tahun 2007. 

Tabel4 

WiJayah Negara di Laut 

UNCLOS 1982 Ketentuan 

Perairan Pedalaman 1. taut yang terletak pada sisi -UU No.l?/1985 

darat dari garis pangkal;atau 
(Internal water) -Pasal 3 (4) uu 

2. !aut yang terletak pada sisi No.6/1999 
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- -
darat dari garis penutup teluk 

di perairan kepulauan 

Laut Teritorial Laut yang terietak pada sisi -UUNo.17/1985 

luar (sisi !aut dari garis pangkal 

dengan Iebar maksimum 12 mil 
-Pasal 3 

No.6/1999 

(2) uu 

Perairan Kepulauau Perikanan yang terletak pada -UUNo.l7/1985 

{archipelagic water) sisi darat dari garis pangkal 

lurus kepu1auan 
-Pasal 3 {3) uu 

don 

menghubungkan pulau-pulau 
No.6/1999 

dari suatu negara 

Sumber: Prof.DR.Etty RAgoes,SH.MH dalam makalah Beberapa Ketentuan 

Tentang Perikanan Dalam Hokum Laut lntemasional {UNCLOS) 1982 yang 

disampaikan sebagai materi Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum 

Tindak Pidana Perikanan tahun 2007. 

TabeiS 

Bagian lant dimana Negara Memiliki Hak-Haki Berdaulat Atas Sumber 

Daya lkan 

UNCLOS1982 Per-UU-an 

Zona Ekonomi Eksldusif Bagian !aut lepas yang -UUNo.17/1985 

(exclusive) berbatasan dengan laut 

territorial s/d jarak 200 
-UU No.S/1983 

mil dari garis pantai 
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Landas Kontinen (continental Dasar laut dan tanah UU No.l/1973 jo 

shelf dlbaWlllmya (sea-bed 

and subsoil) 
UUNo.l7/19&5 

yang 

berbatasan dengan 

daerah dasar !aut 

dibawah taut te-rritorial 

s/d batas maksimal 

350 mil dari garis 

pangkal atau 100 mil 

dari isobath 2500 m. 

Sumber; Prof.DR.Etty R.Agoes,SH.MH dalam makalah Bebarapa Ketentuan 

Tentang Perikanan Dalam Hukum Laut lntemasional (UNCLOS) 1982 yang 

disampaikan sebagai materi Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum 

Tindak Pidana Perikanan tahun 2007. 

Selanjutnya, dalam UU No.3! tahun 2004 sebagaimana yang 

disebutkan : 

pasal l butir 19 yang dimaksud !aut teritorial Indonesia adalah jalur laut 

selebar 12 (dua belas) mil !aut yang diukur dari garis pangkal kepulauan 

Indonesia; 

pasal 1 butir 20 yang dimaksud perairan Indonesia arlalah laut teritorial 

Indonesia beserta perairan kepulauan dan peraira:n pedalamannya~ 

pasal J butir 21 yang dimaksud zona ekonomi eksklusif Indonesia adaJah 

ja1ur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana 

ditetapkan berdasarkan Undang~Undang yang berlaku tentang perairan 

Indonesia yang meHputi dasar laut, tanah. dibawahnya, dan air diatasnya 

dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut 

territorial Indonesia, 
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Selain itu, ada bagian !aut dimana Negara hanya memiliki yurisdiksi 

terbatas, di zona tambahan (contiguous zone) yaitu bagian !aut yang 

berbatasan dengan !aut territory al, dimana negara Negara memiliki yurisdiksi 

terbatas untuk bea cukai, fiscal, imigrasi dan saniter dan lebamya maksimal 

24 mil dari garis pangkal. 

Sedangkan bagian !aut diluar yurisdiksi nasional menurut UNCLOS 

1982 sebagai berikut: 

Tabel6 

Yurisdiksi nasional menurut UNCLOS 1982 

UNCLOS1982 Peraturan Peundang-

Undangan Nasional 

Laut Lepas (bigb Bagian I aut yang bukan - UUNo.l7/1985 

seas) wilayah Negara maupun ZEE - UU No.3112004 

Kawasan/Dasar Dasar laut dan tanah - UUNo.l7/1985 

laut Internasional dibawahnya yang terletak 

diluar yurisdiksi nasional 

( diluar landas kontinen. 

Somber: Prof.DR.Etty R.Agoes,SH.MH dalam makalah Beberapa Ketentuan 

Tentang Perikanan Dalam Hukum Laut Intemasional (UNCLOS) 1982 yang 

disampaikan sebagai materi Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum 

Tindak Pidana Perikanan tahun 2007. 

2.4.2.Tindak Pidana Perikanan dengan Ketentuan Internasional Menurut 

UNCLOS 1982 

Dalam article 73 atau pasal 73 UNCLOS 1982, diatur mengenai 

penanganan nelayan asing yang tertangkap di zona ekonomi eksklusif 

sebagai berikut : 

Pasal 73 Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara Pantai 
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(1). Negara pt.mlai dapot, dalam melaksanakan hak berdaulatnya 

untuk melakukan eksploras1: eksploitasi, konservasi dan 

pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif 

mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, 

memeriksa, menangkap dan melakulam proses peradilan, 

sebagaimana diperlulwn untuk metylJmin ditaalinya peraturan 

penmdang~undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketenluan 

konvensi ini; 

(2}. Kopol-kapal yang ditangkap don awok kapalnya horus segera 

dibebaskan .retelah diberikan uang jaminan yang layak atau 

ben.tuk jaminan lain11J'a; 

(3). Hukuman Negora pantai yang d!jatuhkon /erhadap 

pelanggaran pera:turnn perundang~undangan perikanan di 

zona ekonomi eksklusif tidilk bokh meneakup pengUl'llngan, 

jika ddak ada perjanjian sebatikn~va antara Negara-negara 

yang bersangkutun, atau setiap bentuk hukuman badan 

lainnya; 

(4). Dalom hal penongkapan atau penahanan kapal asing, Negara 

pantal hmus segera memberftahukan kepada Negara bendera 

melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan 

mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan; 

Kemudian ketentuan pasal 73 (3) UNCLOS tersebut diselaraskan dalam 

salah satu pasal UUNoJl Tahun 2004 yaitu pasal102 yangmenyatakan 

bahwa 

nKetentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak 

berlaka bngi tindilk pidana dibidang perikanan yang terjadi di wilayoh 

pengelolaan per;kanan R1 sebagaimana dimakmd dalam pasal 5 ayat 

(1) huruf b (ZEEI), kecuoli telah ada perjanjian an/ara pemerintah RI 

dengan pernerinJah Negara yang bersangkutan," 
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Dengan kedua ketentuan tersebut, maka penanganan terhadap 

nelayan asing yang tertangkap di ZEEI adalah: 

Negara pantai dapat menaiki kapal, memerjksa, menangkap dan 

metakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan; 

Kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segern dibebaskan 

setelah dibayarkannya uang jaminan yang layak atllll bentuk 

jaminan Jainnya~ 

Jfu/ruman yang tli/omn/ran tidak baleh menca/rup perrgtmJngan 

atau setiap bentuk hukuman badan lainnya. kecuali jika ada 

petjanjian sebali/ruya; 

Penangkapan atau penahanan kapal asing harus segera 

diberitahukan kepada Negara bendera. termasuk tentang tindakan 

yang diambil dan tentang setiap hukuman yang dijatuhkan. 

Dengau adanya ke!entuan UNCLOS in~ maka terhodap nelayan

nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEE lndonesia:. 

tidak boleh rnencakup pengurungan atau setiap bentuk hukuman bada.n 

lainnya, kecuali jika ada petianjian sebalilmya. Padahal dipemiran ZEE 

iranyak !eodapat ikan-ikan yang lebih tinggi nilai ekonominya, akibatnya 

negara kita mengalami keruglan yang besar karena tindakan nelayan 

asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEl. Sehingga ketentuan 

yang hanya menjatuhkan denda terhadap para nelayan asing yang 

tertangkap di ZEE, dapat melemabkan penegakan hukum terhadap tindak 

pidana perikanan22 sebagaimana yang dinyatakan oleh Ir.Takhwin 

Oesman, SH dan Ir.Drs.Soehartono,tviM hakim ad hoc pada Pengadilan 

Perikanan Jakarta Utara. 

2.5. Proses Penegakan llukum Tindak Pidana Perikanan di Indonesia 

2.5.1. Urgensi dibentulmya Pengadilan Perikanan 

21 Hasll wawancara penulis dengan Ir.Tak:hwin Oesman dan Tr.Drs.Soehartooo,MM 
hakim sd hoc Pengadilan Perikarntn Jakarta Utara di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada 
tanggal 19 Juni ZOOS, 
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Pengadllan Perika.nan merupakan salah satu pengadilan khusus dalam 

lingkungan peradilan umum. Pembentukan Pengadilan Perikanan 

diamanatkan dalam Pasal 71 UU No.3! Tahun 2004 tentang Perikanan. 

Adapun pentingnya dibentuk Pengadilan Perikanan sebagnimana 

dikemukakan daimn rapat Panitia Ke~a (Panja) Komisi Ill DPR Rl 

dengnn pihak Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Kelautan dan 

Perikanan, dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang 

tentang Perikanan pada tanggal 17 Juli 2004 adalah sebagni berikut: 

anggota DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dja'far 

Siddiq pada pokoknya menyatakan bahwa urgensi adanya 

peradilan perikanan merupakan sebuah strata baru menghadapi 

perkembangan masa depan yang demikian pesatny~ termasuk 

masalah perikanan yang membutuhkan penyelesaian secepatnya; 

Sunoto dari Departemen Kelautan dan Perikanan yang mewakili 

pemerintah pada pokoknya menyatakan bahwa peradilan umum 

tidak mampu mengntasi pennasalaban peradilan di bidang 

perikanan1 sehingga perle dibentuk pemdilan k:husus perikan~ 

termasuk menyiapkan hak:im-hakim yang khusus menangani 

rnasafah-masalah di bidang perikanan. Sefain itu, pentingnya 

pembentukan peradilan oleh karena karakteristik perkara perikanan 

ltu memang agak unik sehingga peradilan khusus ini dimaksudkan 

tidak semata~mata hanya untuk mempcrcepat tetapi juga dalam 

rangka. mengefektifkan proses peradilan itu, kernudia.n pengadilan 

khusus di bidang perikanan diharapkan dapat menangani masalah~ 

masaJah perikanan seca.ra efisien dan efektif. 

Kemudian Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, dalam 

sambutannya pada peresmian pengadilan perikanan di Medan tanggal4 

Oktober 2007 menyatakan bahwa sejak refonnasi, oleh pembentuk 

undang-undang telah diciptakan berbagai pengadilan khusus dalam 

lingkungan badan peradilan umum baik peradilan khusus keperdetaan 

maupun kepidanaan. Bagir Manen lebih lanjut mengemukakan bahwa 
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perkembangan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum 

merupakan salah satu gejala refonnasi. Peradilan khusus yang 

diciptakan sejak reformasi didasarkan pada pemikiran :23 

Pertama, tata cara peradilan yang ada tidak: menjamin peradilan 

yang cepat. Cepat harus diartikan tidak boleh berlalai~lalai, 

menunda-nunda, tidak zakeiijk dalam beracara atau berbagai sikap 

yang tidak sesuai dengan periiaku penegak hukum yang baik. 

Harus dibuka nonna (aturan) yang memungkinkan proses peradilan 

lebih panjang demi peradilan yang baik. Tentu harus diatur syarat

syarat keadaan, tata cara dan pemegang wewenang mernperpanjang 

suatu proses peradilan untuk menilai apakah perpanjangan 

beralasan atau diperlukan; 

Kedua, kbusus dalam peradilan pidana, ketentuan hukum substantif 

dianggap belum mencakup perbuatan-perbuatan yang dirasakan 

sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, sehingga perlu perluasan 

terhadap perbuatan yang dapat dipidana (strafbaar); 

Ketigal ada dugaan keras, hakim~hakim yang ada tidak cakap atau 

tidak mempunyai itikad baik dalam rangka memeriksa dan 

mengadili pcrkara yang mempunyai dampak tuas terhadap 

kehidupan Negara dan masyarakat. Terhadap keraguan ini, maka 

selain perubahan hukum substantif dan hukutn acara, pertu 

ditambabkan hakim-hakim ad-hoc. Hakim ad-hoc tidak hanya 

berfungsi mendorong agar hakirn-hakim yang ada menja1ankan 

tugas sebagaimana mestinya. melainkan sangat menentukan karena 

dalam setiap majeiis jumlah hakim ad hoc lebih banyak dari hakim 

biasa. 

2.5.2.Pemeriksaan di Sidang Pengadiian Perikanan 

Penyidikan, penuntutan. dan pemeriksaan sidang Pengadilan Perikanan 

berdasarkan UU No.8 tahun !981 (KUHAP) dan acara yang direntukan 

dalam UU No. 3! tahun 2004. 

::o Mana.n,,lcc.cit.,haL7-8. 
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Kewenangan penyidik sebagaimana yang diatur dalam pasal 73 

adalah: 

a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana di bidang perikanan~ 

b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi; 

c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka 

dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; 

d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga 

dipe-rgunakan daiam atau menjadi tempat meiakukan tindak 

pidana perikanan; 

e. menghentikan, memeriksa., menangkap.. membawa, dan/atau 

menahan kapal danlatau orang yang disangka melakukan 

tindak pidana di bidang perikanan; 

f. memerik...a Kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha 

perHaman; 

g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di 

bidang perik:anan; 

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan~ 

L memhuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; 

j. melakukan penyitaan terhadap barang. bukti yang digunakan 

danlatau basil tindak pidana; 

k. melakukan penghentian penyidikan; 

J. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab. 
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Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikan kepada 

penuntut umum. 

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka 

paling lama 20(dua puluh) hari. 

Jangka waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (6), apabila 

diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, 

dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama I 0 (sepuluh) 

hari. 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak 

menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum 

berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan 

sudah terpenuhi. 

Setelah waktu 30 (tigapuluh) hari tersebut, penyidik harus sudah 

mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. 

Tabel 7 

Pengadilan Perikanan 

Wewenang Memeriksa, mengadili 

dan Memutus Perkara Jika belum dibentuk 

Tindak Pidana pengadilan perikanan, 

Perikanan maka perkara tindak 

pidana perikanan diluar 

Kedudukan Berada dilingkungan daerah hukum 

peradilan umum pengadilan perikanan 

tetap diperiksa, diad iii 

Pem bentukan Pertama Pengadilan Negeri dan diputus pengadilan 

kali Jakarta Utara, negeri yang berwenang 

Pengadilan Negeri 

Medan, 

Pengadilan Negeri 
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Pontianak, 

Pengaditan Negeri 

Bitung~ 

Pengadilan Negeri 

Tual 

' 
Pembentukan Secara bertahap sesuai 

Berikutnya dengan kebutuhan yang 

ditetapkan dengan 

Keputusan Presiden 

Wilayah Hukum Sesuai dengan daerah 

hukum pengadilan 

negeri yang 

bersangku!an 

Mulai Aktif Paling lambat 2 (dua) 

tahun terhitung sejak 

tanggal 6 Oktober 2004 
-·· 

Sumber: Natmoko Prasmadji,SH.MA dalam makalah Pengawasan dan 

Penegakan Hukum di Bidang Perikanan Menurut UU No.3! !ahun 2004 

tentang Perikanan yang disampaikan sebagai materi Pendidikan dan Pelatihan 

Jaksa Penuntut Umum Tlndak Pidana Perikanan tahun 2007. 

Tahel8 

Jangka Waktu Penahanan dan Perpanjangan menurut 

Hokum Acara Pldaua Undang- Undang No.8 Tahuo1981 

Pejabat yang Memerintahkan Perpanjaogun Jumlah 

Oleh Lama Oleh Lama 

Penyidik 20 hari PU 40 hari 60bari 

PU 20 hari K.P.N 30 hari SO hari 
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HakimPN I ri K.P.N 60 hari 90 hari 

HakimPT hirl KP.T 60 hari 9Q hari 

HakimMA i K.MA 60 hari 110 hari 

JUMLAH 400 hari 

Tabel9 

Jangkn Waktu Penahanan dan Perpanjangan M~nurut 

Uodang- Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

Pejabat yang memerintabkan Perpanjangan Jumlab 

Oleb Lama Oleb Lama 

Penyidik 20 hari PU 10 hart 30 hari 

PU !Ohari KP.N 10 hart 20 hari 

HakimPN 20 hari KJ>.N !Ohari 30 

HakimPT 20hari K.P.T !0 hari 30 

HakimMA 20 hari K.M.A 10 hari 30 hart 

JUMLAH 140 hari 

Tabel 10 

Perbandinga.n \Vaktu Tahap PenyidikanJ Penuntutan dan 

Pemeriksaan di Pengadiian menurut 

KUHAP dan UU No.31 Tahun 2004 

Tabap KUHAP UU No.3!1l(J04 

Penyidlkan 60 hari 30hari 

Penuntutan 50 hari 20 hari 

Pemeriksaan di PN 90 hari 30 hari 

Handing 90 hari 30 hari 

Kasasl llOhari 30 hari 
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Dilakukan berdasarkan KUHAP dan acara yang diatur dalam UU. 

No. 31 Tahun 2004; 

Dengan UU ini dibentuk Perikanan terdiri: 

a.Hakim Karier l(satu) orang 

b.Hakim ad hoc 2 (dua) orang 

Hakim kl!rier ditetapkan berdasark.an Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung. 

Hakim ad hoc diangkat dan diberhentik.an oleh Presiden atas usul 

Ketua Mehkamah Agung. 

Pemeriksaan di sidang Pengadilan dapat dilakukan tanpa kehadk.an 

terdakwa. 

Putusan haklm sudah dijatuhkan paling lama 30 (tiga puluh) hari 

dihitung dari tanggal pelimpahan perkara oleh penuntut umum dan 

dapat dilakukan tanpa dihadiri oleh terdakwa. 

Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan penahanan selama 20 

(dua puluh ) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan 

Negeri paling lama 10 (sepu(ub) hari dan dikeluarkan dari tahanan 

jika tidak diperlukan lag! 

2. Pengadilan Tinggi 

Perkara Banding diperiksa dan diputus paling lama 30 (tiga puluh) 

hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadila.n 

tinggi. 

Untuk kepent!ngan pemerik:saan dipengadilan tinggi hakim benvenang 

menetapkan penahanan seloma 20 ( dua pulun) hari dan jiku masih 

diberlukan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan tinggi paling 

lama I 0 ( sepuluh) ha.ri. 
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3. Mahkamah Agung 

Dalam hal ada upaya hukum kasasi Mahkamah Agung memerikaa 

perkara tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. 
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Kejaksaan RI dalam penegakan hukum merupakan salah satu subsistem 

dari suatu sistem hukum. Tuga.s dan kewenangan Kejaksaan dalam peradilan 

pidana die.tur rlalam hukum acara pidan~ yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 

1981 (KUHAP). Sedangkan kelembagaan KejRksaan diatur dalam Undang· 

Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Rl. Dalam pasal 2 UU No.l6 

Tahun 2004 disebutkan mengenai kedudukan Kejaksaan dalam peradilan 

pidana yaitu: 

"(1). Kejaksaan adalah lembag(l pemerintahan yang melakukan 
kekuavaan Negara di bidang penunhilan serta kcwenangan lain 
berdasarf.on undang-undcmg; 

(2). Kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat {1) 
dilaksanakan secara merdeka; 

(3). Kejaksaan sebagaimana dimaksud p(lda ayat (1) adalah satu dan 
tidak /erpisahi«m. " 

Seianjutnya mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI dalam 

penegakan hukum di Indonesia diatur dalam pasaJ 30, 31, 32 dan 34 Undang

Undang No.l6 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Ditegaskan dalam pasal 30 

UU No.l6 Tahun 2()04 bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas 

dan wewenang: 

a. melakukan penuntutan; 

b. me!Rksanakan penetapen bakim dan putusan pengadilan yang Ielah 

memperoleh kek.uatan huk.um tetap; 

e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan Jepas bersyarat; 
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d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarlcan 

undang-undang; 

e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpabkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

Dan daiarn penjeJasan pasal 3{} ayat 1 hurof a dijelaskan bahwa daiam 

melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan 

adalab tindakan Jnksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelab 

menerima pemberitahuan dimuiainya penyidikan dati penyidi~ mempelajari 

atau meneliti kelengkapan berkas perka:ra basil peuyidikan yang diterirna dari 

penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk 

dapat menentukan apakab berkas perkara tersebut dapat dilimpabkan atau 

tidak ke tabap penuntutan. 

Kemudian mengenai prapenuntutan, menurut Andi Hatn.7Ah24 KUHAP 

tidak memberi batasan pengertian prapenuntutan itu. Didalam pasal 1 yang 

berisi definisi..Oefi.nisi istilah yang dipakai oleh KUHAP tidak memuat 

definisi prapenuntutan. lstilah prapenuntutan itu rercantum di daJam pasal 14 

KUHAP (tentang wewenang penuntut umum), khususnya butir b berikut, 

mengadakan prapenuntutan ada kekurangan pada penyidikan dengan 

memperhatikan keten!uan pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberikan 

petunjuk dalam rangka penyempumaan penyidlkan dari penyldik. Jadi yang 

dirnaksud dengan istilah prapenuntutan ialab tindukan peuuntut umum dakan 

rangka penyempumaan penyidikan oleh penyidik. 

Selanjutnya dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Huka:ra Aeara 

Pidana)~ tata cara pengaturan penuntut umum dan penuntutan diatur dalam 

Bab II Bagian Ketiga, yang terdiri dari 3 pasal yaitu pa.sal l3 sampai dengan 

pasal 15. Selanjutnya penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dad pasal 137 

sampai dengan pasall44. 

14Andi Harnzah, Hult:um Acara Pidana lndcrtesia, cet. !, (Jakarta:Sinar Grafika. 2008:), 
hlm"l$7~158. 
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Pengertian penuntut umum ditlnjau dari segi yuridis dapat kita lihat dalam 

pasall3 yang berbunyi: 

"Penunlut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang 
ini unJuk melokukan penuntutan dan melaksanakan put us an haldm, " 

Rumusan p_asal 13 KUHAP tersebut sebenamya tidak ada perbedaan isi 

dan maknanya dengan rumusan pasal 1 butir 6. 

Sedangkan arti penuntut umum yang sudah lebih dulu dirumuskan peda 

pasal I butir 6 yang berbunyi: 

1'a. Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewemmg oleh undang
untiang untuk bertindak sebagai pemmttll umum dan pelaksana putusan 
pengadllan yang telah memperoleh kekuaum hula:m tetap serta 
wewenang lain berdasarkan undang"undang"; 

b. PenUIUU/ Umum adalah Jai:.sa yang diberi wewenang oleh Undang
Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 
haldm; 

Memperbatikan bunyi pasal 13 dengan bunyi pasal I butir 6 yang tertera 

diatas adalah sama benar, malah isi pasal 1 butir 6 anta.ra huruf a dan b nya 

juga sama. Hanya rumusan dan kalimatnya saja yang sedikit diputar balik. 

Menurut Y ahya Harahap, rumusan pasal I butir 6 KUHAP terSe but terdapat 

kekurangan secara yuridts. Sebab tugas Penuntut Umum bukan hanya 

melaksanakan putusan hakiru yang berkelruatan hulrum tetap saja Tetapi 

termasuk juga "penetapan hakim'\ seperti penet:apan hakim me:ngeluarkan . 
terdakwa dari penabanan, penetapan penjualan pelelangan barang bukti banda 

sitaan yang mudah rusak dan sebagainya.25 

Selanjutnya menurut Yahya Harahap. demikian juga pada rurnusan pasal I 

butir 6 huruf b yang persis betu! kata-kata dan kalimatnya dengan ketentuan 

pasal 13, yang berbunyi: 

- melakukan penuntutan, 

" dan melaksanakan penetapan hakim. 

:uM.Yahya Harahap, Pemhahason Permasolalflln dan Penerapan KUHAP, oetiiJ, 
{Jakana:PustBka Kartini, 1993), hlm.386, 
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Dari uraian ini jelas terlihat bahwa disamping wewenang melakukan 

penuntutan1 juga melaksanakan 1'penetapan" hakim. Sehingga pada kedua 

rumusan ini seolah--olah tidak termasuk wewenang melaksanakan putusan 

hakim yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu menurut Yahya Harahap, 

pada rumusan ketentuan-ketentuan yang diutarakan diatas) masing-masing 

berisi kekurang lengkapan. Sebenamya cukup dirumuskan dalam suatu pasai 

dengan menggabungkan rumusan-rumusan tacH sehingga berbunyi; Jaksa 

adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut 

umum serta melaksanakan '"penetapan" dan putusan hakim yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan rurnusan seperti ini dari segi 

yuridis telab tercakup semua ruang lingkup wewenang Jaksa sebagai penuntut 

umum tanpa parlu dipisah-pisahlom dalam tiga rumusan separti yang telah 

diuraikan diatas. Kesimpulan rumusan pengertian pemmtut umum dari 

pengertian diatas yaitu: :lli 

melakukan penuntutan; 

melaksanakan penetapan haklm; 

melaksanalam putusan hakim yang berkakuatan hukum tetap. 

3.l.Penegakao Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan 

Tindak Pidana Perkara Perikanan 

Berdasark.an uraian dlatas, maka penegakan hukurn yang dilakukan oleh 

Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian suatu perimra tindak pidana, 

dalam hal ini tennasuk juga penanganan tindak pidana perikanan. dilakukan 

dalam tahap·tahap sebagai beriimt : 

3.2.l.Tabap Prapenuntutan 

Pengertian Pra Penuntutan 

Selain pengertian Pra Penuntutan dalam dalam penje)asan pasal 

30 ayat I huruf a UU No.l6 Tahun 2004, dalam Sural Jaksa Agung 

2~ lbid.,hBL387. 
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Tindak Pidana Umum Nomm:B-401/E/93 tanggal 8 September 1993, 

perihai : Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan, yang dimaksud Pra 

Penuntutan ialah : Semua Pelaksanaan rugas yang berkenaan dengan 

persiapan pelaksanaan togas Penuntutan yang meliputi kegiatan: 

a. Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimuiainya Penyidikan (SPDP); 

b. Pemantauan Perkembangan Penyidikan; 

c. Penelitian Berkas Perkara tahap pertama; 

d. Pemberian Petunjuk guna melengkepi basil Penyidikan; 

e. Penelitian ulang berkas perkara; 

f. Penelitian tersangka dan Barnng Bukti peda tabap penyerahan 

tanggungjawab atas tersangka dan Barnng Bukti; 

g. Pemeriksaan Tambahan 

Adapun uraian dari Kegiatan Pra Penuntutan adalah sebagai 

berikut: 

1. Penerimaan Penerimaan Surat Femberitahuan Dimulainya 

Penyidikan (SPDP): 

a. Penerimaan SPDP {Pasal I 09 ayat (I) KUHAP} dicatat 

dalam Register Penerimaan SPDP (RP-9); 

b. Setelah penerimaan SPDP diterbit.kan Surat Perintah 

penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk peneJitian dan 

penyelesoian perkara (P-16). Jaksa yang ditunjuk bertugas 

untuk memantau perkembangan penyidlkan; 

c. Sejak dikeluarkannya P-16, Jaksa Penuntut Umum yang 

bersangk.utan secara aktif membina koordinasi dan 

Koordinasi PenyidJk Urnum. Forum tersebut digunakan 

secara optimal untuk memberikan bimbinganlaraban kepeda 

Penyidik. dengan maksud agar kegiatan mampu menyajikan 

segala data dan filkta yang diperlukan bagi kepentingan 

penuntutan dan bolak-baliknya berkas perkara dapat 

dihindarkan; 
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d. Seiain koordinasi dan keljasama secara fungsional tersebut, 

dibina pula koordinasi dan kerjasama positif secara 

instansional melalui Forum Rapat Koordinasi Antar Penegak 

Hukum (RAKORGAKKUM/DILJAPOL). 

2. Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama : 

a. Penerimaan berkas perkara tersebut dicata! dalam Register 

Penerimaan Berkas perkara tahap pertarna (RP-10) dan 

pelaporannya menggunakan LP~6. Penelitian berkas tahap 

pertama dirokusknn kepada: 

l ). Kelengkapan formal yaitu rneliputi segala sesuatu yang 

berhubungan dengan formalitaslparsyaratan, tata care 

panyidikan yang berus dilengkapi dengan Surat 

Perintah, Berita Acara, Jzin/Persetujuan Ketua 

Pengadilan. Di samping panelitian kuantitas 

kelengkapan syarat formal. perlu diteliti pula segi 

kuaHtas Irelengkapan terscbut, yakni keabsaban sesuai 

ketentuan undang-undang; 

2). Kelengkapan materiil, yaitu kelengkapan infonnasi~ 

data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi 

kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat 

digunakan sebagai tolak ukur kelengbpan materiil 

antara lain: 

- apa yang teljadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan 

pasal yang dilanggar); 

siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat. 

mendengar. mengalami peristiwa itu (tersangka, 

para saksi/ahli); 

bagaimana perbuatan itu dilalcukan (modus 

operandi); 

dimana perbuatan itu dilakukan {locus delicti)i 
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bilamana perbuatan itu dilakukan (tempus delicti); 

akibat apa yang ditimbulkannya ( ditinjau secara 

viktimologis); 

apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu 

(motivasi yang mendorong peJaku). 

Kelengkapan materm terpenuhi biia segala sesuatu yang 

diperlukan bagi kepentingan pembuktian tersedia 

sebagai basil penyidikan. 

b. Pelaksanaan penelitian dimakaud butir 3, dilakukan oleb 

Jaksa Peneliti yang tercantum de.Jam P-16 dan basil 

penelitiannya dituangk:an dalam check list sebagaimana 

terlampir; 

c. Apabila rnenun1t basil pene!itian temyata basil penyidikan 

balum lengkap, maku dikeluad<an Surat Pemberitahuan Hasil 

Penyidikan Sudah lengkap (P-21), dan bila sebalikoya, 

dik.eiuarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum 

lengkap (P-18) dan berkas perkara dikembalikan disertai 

dengan petunjuk guna melengkapi basil penyidikan (P-19); 

d. dalam P-19 diuraikan secara cennat, jelas dan lengkap 

tentang hal apa yang harus dilengkapi oleh Penyidik sesuai 

ketentuan pasall38 ayat2jo pasa!IIO ayat2 dan 3 KUHAP. 

Petunjuk disusun dalam bahasa sederhana dengan pengonaan 

katimat-kalimat efektif; 

Untuk akuramya aplikasi petunjuk tersebut oleh Penyidik, 

sebaiknya Penyidik diundang untuk bertemu Jaksa Peneliti 

guna membahas petunjuk-petunjuk dimaksud. 

e. Pengembalian betkas perkara kepada Penyidik dilakukan 

lewat kurir, atau dalam hal terla.k.sana pertemuan dimaksud 

huruf d, berkas perkara dapat langsung diserahkan kepeda 

Penyidik. Kedua bentuk penyerahan kembali herkas tersebut 

dilengkapi dengan P-19 dan Tanda Penerimaan Berkas 

Perkara; 
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f. Dalam hal SPDP tidak ditindaklanjuti dengan penyerahan 

berkas perkara dalam batas waktu 30 hari. Jaksa Peneliti 

yang bersangkutan meminta laporan perkembangan basil 

penyidiken (P-17). 

3. Penyerahan Tanggung Ja.wab atas Tersangka dan Barang 

Bukti: 

a. Penerimaan tanggungjawab atas tersangka 

1). Penerimaan tanggung jawab atas tersangka dilakukau 

per-Berita Acara Penerimaan dan PeneHtian Tersangka 

(BA-15); 

2}. Penelitian tersebut dima:ksudkan untuk mengetahui 

sejauhmana keberadaan tentang: 

ketemngan~keterangan tersangka dalam BAP; 

identitas tersangka guna mencegah terjadinya error 

in persona; 

status tersangke (ditaban/tidak); 

apakah ada keterangan yang perlu ditambahkau. 

3). BA I 5 berfungsi sebagai : 

bahan pertimbangan penahanan; 

hila terdakwa mangkir dipersidangan sedang pada 

tahap penyidikan dan prapenuntutan ia rnengakui 

terus terang perbuatannya. BAP tersangka dan 

BA-!5 dapat difungaikau sebagai ala! bukti surat 

(sesuai ketentuan pasal 187 KUHAP). atau 

setidak-tidakaya sebagai patunjuk kesalaban 

terdakwa (sesuai ketentuan pasal188 KUHAP dan 

yurisprudensi tetap), atau sebagai keterangan yang 

diberikan diluar sidang sesuai ketentuan pasal 189 

KUHAP. 
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4). Bila diperlukan penahanan digunakan dokumen· 

dokumen penahanan (T, RT dan LT). 

b. Penerimaan tanggungjawab atas barang bukti 

1). Penerimaan dan penelitian harang bukti dilakukan per

Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti 

(BA-!8). 

2). Hal-hal yang perlu diteliti meliputi: 

kuantitas fjumlab, okuran, takaran/ timbangan atau 

satuan iainnya); 

kualltas {hargalniJai1 mutu, kadardan lain-lain); 

kondisi (baiklrusak, lengkap/tidak); 

identifikasiispesifrkasi lainnya. 

3). Tolak ukur pe!le!itian menggunakan: 

daftar adanya barang bukti yang terlampir peda 

berkas perkara; 

dokumen-dokumen penyitaan (SP, 

izin/persetujuan penyiuum); 

4). Setelah penelitian di buat Label Barang Bukti (B-!0), 

Kartu Barang Bukti (B-11 ), Pencatatan dalam Register 

Barang Bukti (RB-2); 

5). Bila dalam penelitian tersebut diperlukan bantuan 

instansi Jain, bantuan tersebut dimintakan dengan 

menggunakan B-12; 

6). Bila diperlukan penitipan barang bukti, pelakaanaannya 

dilengkapi dengan Surat Perintah Penitipan Barang 

Bukti (B-5) dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti 

{B-17). 
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c. Setelah tuntas proses penedmaan tanggung jawab atas 

tersangka dan barang bukti, berkas perkara dicatat dalam 

Register Perkara Tahap Penuntutan (RP-12). 

4. Pemeriksaan Tambaban 

Apabila dari hasiJ penelitian 1eblh Janjut ternyata berkas perka.ra 

yang sudah dinyatakan lengkap belum memenuhi persyaratan 

untuk dilimpahkan ke pengadilan, maka daiam rangka melengkapi 

berkas perkara dapat dilakukan pemerikaaan tambahan. 

3.2.2.Tahap Penuntutan 

Penuntulan adalah tindakas penuntut tunum untuk melimpahkan 

perkara ke pengadilan negeti yang berwenang dalam hal dan menurut 

cam yang diatur dalam Hukem Acara Pidrulti dengan pennintaan 

supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 

Penuntut Umum berwenang, melakukan penuntutan terhadap 

siapapun yang didakwa melakukan ssuatu tindak pidana dalam daerah 

hukumnya dengan melimpahkan perkara Ire pengadilan yang 

berwenang mengadili. 

Pcnanganan dan pengendalian penyelesaian perkara tindak pidana 

perikanan merupakan tugas dan tanggungjawab Jaksa Agung Muda 

Tindak Pidana khusus (vide Surat Jam Pidsus No.B~ 

11 O/RJF/Ft2102120Q3 rentang Pengendalian Tuntutan Pidana 

Perikanan, olah sebab itu maka dalam melakukan tuntutan pidana 

terhadap tindak pidana perikanan (vide 74 UU No.3! tahun 2004) 

berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung No.003/A/JA/0512002 

tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Petkara Pidana 

Khusus. 

Pada tahap penuntutan, hal yang harus dilakukan oleh Jaksa 

adalah: 
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a. Penyusunan surat dakwaan 

Surat dakwaan rnenempati posisi sentral dalam pemeriksaan 

perkara pidana di pengadilan dan merupakan dasar sekaligus 

membatasi ruang lingk:up pemeriksaan sehingga diperlukan adanya 

kemampuan dan kemahiran Jaksa Penuntut Umum dafam 

penyusunannya. Selain itu, bimbingan serta pengendalian agar para 

Jaksa Penuntut Umum marnpu menyusun surat dakwaan secaru 

profesiona1) efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasUan 

tugas kejaksaan dibidang penuntutan. Sistematika pembuatan surat 

dakwaan dan penyusunannyu berpedoman pada Sura! Edaran Jaksa 

Agung Rl Na.SE·004/JA/Il/l993 tanggal 22 Nopember 1993 

perihal Pembuatan Sural Dak:waan. Surat dakwaan bagi Penuntut 

Umum merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntu1an 

pidana dan penggunaan upaya hukum. Adapun kewenangan 

Penuntut Umum membuat surat dakwaan adalah sebagaimana yang 

diamanatka:n dalam pasal 14 huruf d KUHAP. Pembuatan surat 

dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapet bahwa 

dari basil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (pasall40 ayat l 

KUHAP). Surat dak:waan mempakan penataan konstiUksi yuridis 

atas fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak 

pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan. 

b. Pembuktian dakwaan 

1). Pemeriksaan saksi-sa.ksi 

Pertanyaan·pertanyaan yang diajukan hams difokuskan kepada 

pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan 

harus selalu ditanyakan alasan mengapa saksi tersebut 

memberikan suatu pemyataan dalam pemeriksaan 

dipersidangan. Ditanyakan kepada saksi rnengerai kejadian 

dari tindak pidana tersebut, yang ia dengar sendirit lihat sendlri, 

alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuan 

tersebut. {pesall butir 27 KUHAP). 
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2). Pemeriksaan ahli 

Keterangan ahli, ialah keterangan yang diberikan oleh seorang 

yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan 

untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan 

pemeriksaan (pasal l butir 28 KUHAP). Penuntut Umum harus 

dapat meyakinksn Majelis Hakim akan kualiflkasi keahlian 

khusus dari ahli yang diajukan di persidangan. Agar keterangan 

ahli dapat mendukung pembuktian, maka dituntut kemampuan 

untuk memancing dan mengarahkan keterangan ahli yang 

bersifat analisis ilmiah seca:ra sistematis kronologis (Science 

Evidence) kepada pengungkapan fukta-fakta hukum {Legal 

Evidence). 

Adapun dalam penanganan perkara tindak pida.na 

perikanan. tentu saja diperlukan ahli-ahli untuk memhuktikan 

dakwaan dari Jaksa Pcnuntut Umum sebagairnana yang 

dikemukakan oleh Pantano Ronowijaya. SH yang mewakiU 

Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 

Khusus;27 

"Bahwa dalam pembuktian diperlukan ahii untuk membukt:ikan 

d~ aWi yang diajukan ke persidangan antara lain untuk 

menentukan apakah perbuatan terdakwa dapat menyebabkan 

kerusakan Iingkungan hidup /tidak, penentuan bahan kimia 

yang dipergunakan datam melakukan tindak pidana perikanan. 

untuk menentukan lokasi terjadinya tindak pidana perikanan 

tersebut. misalnya apakah tindak pidana tersebut terjadi di 

ZEEI atau di wilayah Negara RI, untuk mengetalmi ukuran, 

jenis dan jaring yang dipergunakan dalam melakukan tindak 

pidana perikanan." 

3). Pemeriksaan Surat...surat 

27Hasil wawancara penulis dengan Pantano Ronowijaya, SH Kasi II Subdit Tindak Pidana 
Ekonomi dan 11ndnk Pidana Khu~lUS Lainnya pada Direktorat Penuntul.an yang mewakili 
Dlrektur Penuntutan pa.da Jaksll Agung Mt~da Tindak Pi dana KhustJs 
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A.lat bukti sura! sebagaimana terse but pada pasal 184 (J) buruf 

c KUHA.P, dibuat diatas sumpahjabatan atau dikualkan dengan 

sumpalt sebagaimana tersebut dalam pasal 187 butir a. b. c, d 

KUH!\P. 

4). Petunjuk-Petunjuk 

Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan sakst, surat, 

keterangan tetdakwa yang metupakan perbuatan, kejadian atau 

keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu 

dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendlri 

menandakan telah teljadi suatu tindak pidana dan siapa 

pelakunya (pasal188 KUH!\P}. 

5). Keterangan Terdakwa 

Walaupun dalam penyidikan terdakwa mengal"Ui perbuatannya, 

narnun tidak menutup lcemungkinan adanya pengaruh dari 

pihak tertenr:u, sehingga terdakwa mencabut kembali 

keterangannya dalam persldangan. Untuk itu dapat 

menghadirkan Penyidik guna dimintai keterangan untuk 

membuktikan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai 

ketentuan undang~undang serta untuk membuktikan bahwa 

pencabutan keterangan lerdakwa tidak beralasan. 

c. Pembuktiao Unsur-Uusur TiodakPidana 

Pernbuktian unsur~unsur tindak pidana harus disesuaikan 

dengan tindak pidana yang didakwakan. Dalam pembuktian 

hendaknya memperbatikan pasal-pasal 183 dan 184 KUHA.P serta 

sural No.B-691FJ0211997 tanggal 19 Februari 1997 tentang Hukum 

Pembuktian Dalam Perkara Pidana. 

d. Rencana Tuututan Pidana 

Rencana tuntutan thtdak pidana perik.anan disiapkan dengan 

berpedoman pada Surat Edaran laksa Agung No.003/NJN05/2002 
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tentang Perubaban Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Pidana 

Khusus. 

Untuk penanganan tindak pidana perikanan, sebagaimana 

ketentuan dalam surat No.B-34i/P!Ft.2/0612004 tangga125 Juni 2004 

perilla! Penanganan terbadap Perl<ara-Perkara Tindak Perikanan, 

disebutkan bahwa apabila diwilayah hukumnya teljadi tindak pidana 

perikanan, muku Kepala K«iaksaan Tinggi, agar melaporkan 

penanganannya dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindal< Pidana 

Khusus, segera setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya 

Penyidikan (SPDP) dari Penyidik dan sebelum pengajuan tuntutan 

pidana·nya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku 

pengendali penuntutan tindak pidana perikanan. 

Selain itu untuk rnendukung upaya penegakan hukum di laut 

serta memberikan efek jera karena pelaku terhadap pelaku tindak 

pidana perika.nan dan rnendukung iklim di sektor perikanan 

sobagaimana yang diatur dalam Keppres No.l4 Tahun 2000 tentang 

Pemanfuatan Kapal Parikanan yang dinyatukun dirampas untuk 

Nega111, maka dalam melukukan penuntutan terhadap pelaku tindak 

pidana perikanan agar dipedomani Surat Jaksa Agung RI 

No.o41/AJB/0612001 tanggal 20 Juni 2001 teotang Tuntutan 

Hukuman terhadap perkara-perkara Tindak Pidana Perikanan yang 

diantaranya dinyataksa bahwa terhadap tindak pidana perikanan 

supaya dituntut hukuman setimpai dan terhadap barang buktl agar 

dituntut dirampas untuk Negara. 

3.2.3.Upaya Huknm 

Dalam hal mengganakan upaya hukum juga berpedoman pada 

Sura! Edaran Jaksa Agung No.003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan 

Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Pidana Khusus, dengan 

ketentuan sebagai bcrikut: 
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I. Dalam hal menggunakan upaya hukum handing agar 

memperhatikun hal-hal sebagai berikut ; 

a. Putusan Hakim lebih rendah dari 2/3 (dua pertiga) tuntutan 

Jaksa Penuntut Umum; 

b. Putusan Hakim 20 tahun pidana penjara atau kurang dari 20 

tahun penjara sedangkan runtutan Jaksa Penuntut Umum 

adalah pidana mati; 

c. Putusan Hakim kurang dari 20 tahun pidana penjara 

sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara 

seumur hidup; 

d. Bila terdakwa banding, Jaksa Penuntut Umum tidal< harus 

memilllll banding, kecuali dakun hal tersebut pa<la point I 

a, b, c tersebut diams, karena untuk menggunakan upaya 

hukum kasasi dapat dilakukun hila salah satu pihak tela!< 

menggunakan upaya hukum banding (vide surat Waldl 

Jaksa Agung Rl No.B-195/E/Efk/4196 tanggal 17 April 

1996 perihal Pemahaman tentang maksud pasa143 Undang~ 

Undang No.l4 Tahu 1985 tenlang Mahkamah Agung). 

2. Permintaan pemeriksaan upaya hukum kasasi agar di1akukan 

Jaksa Penuntut Umum dalam hal pntusan hakim yang 

membehaakan terdakwa dan adanya alasan sehagaimana 

dimaksud dalam pasal253 ayat (I) KUHAP ayat I (satu) yilltu; 

"Pemeriksaan daltrm tingkat kasasi dilakukan o/eh Mahkamah 
Agung atas pennintaan para pihak sebagaimana dimaksud 
dalam pasa/244 dan 248 guna menentukan: 

a, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diteropkan atau 
diterapkan tidak sebagaimana mestinya; 

h, apakah benar cara mengadili lidak dilalrsanakan menurut 
ketentuan undang-undang,-

c. apaknh benar pengadilan telah melampaui batas 
wewenangnya. 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

4.1. Penegakan llukum Oleb Jaksa ·Penuntut Umum Terhadap Perkara 

Tindak Pidana Perikaoan 

Wawancara denga.n para Jaksa Penuntut Umum yang menangani 

tindak pidana perikanan menjelaskan demikian :28 

"Untuk menangani perkara tindak pidana perikanan, maka Jaksa tersebut 

harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam pasal 75 UU No.3! Tahun 2004 yaitu : 

Penuntutan terhadap tindak pidana perikanan dilakukan oleh 

Penuntut Umum yang dite!llpkan oleh Jaksa Agung dan/atau 

pejabat yang ditunjuk; 

Penuntut Umum perkara tindak pidana perikllllan harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang~kurangnya 5 

(lima) tahun; 

b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dibidang 

perikanan; 

c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama 

menjalankan tugasnya. 

Para Jaksa yang menangani perkara tindak pidana perikanan 

sebelum me1ak:ukan penuntutan juga melakukan kegiatan pra penuntutan 

yang berpedoman pada suret No.B-40 l/E/9/93 perihal Pelaksanaan Tugas 

Pta Penuntutan tanggal 8 Septembar 1993 dan pasal 76 ayat I s/d 8 UU 

No.3! Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu setiap ada Surat 

111Hasil wawancara pcnulis dengan Yuans. SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 
16 Juni 2008, Esther Tanak, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pade. tanggal 17 Joni 
2008 dt Kejaksaan Negeri Jakarta Utam, 
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Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan {SPDP) maka Jaksa yang Ielah 

ditunjuk sebagai Penuntut Umum1 setelah menetima basil penyidikan dari 

penyidik harus memberitahu hasil penelitiannya dalmn waktu 5 (lima) hari 

terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan. Jika basil 

penyidikan belum lengkap {P-18), maka Penuntut Umum harus 

mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk 

tentang hal-hal yang harus dilengkapi (dengan mempergunakan fommlir 

P-19). Dalam walttu maksimal 10 {sepuluh) hari terhitung s«iak tanggal 

penerirnaan berkas, penyidik harus menyampaikan kernbali berkas perkara 

tersebu! kepeda Penuntut Umum. Penyidikan dianggap selesai apabila 

sebelum walttu 5 (lima) hari Penuntut Umum tidak mengernbalikan basil 

penyidikan atau apebila sebelum bams wa1ttu 5 (lima) luui sudah ada 

pemberitahuan oleh Penuntut Umum bahwa Penyidikan sudah selesai. Jika 

Penuntut Umum menyalakan hasil penyidikan telab lengkap {P-21), maka 

dalam walttu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerlrnaan berkas 

dati Penyidik dinyatak.an lengkap1 maka Penuntut Umum ha.rus 

melimpahkan perkara terscbut ke Pengadilan Perikanan." 

Menurut Yuana, SH dalam rnelakukan kegiatan Pra penuntutan 

sewalttu memberikan petunjuk kepada penyidik jika basil penyidikan 

belurn lengkap:" 

'-«bahwa telah terjadi koordinasi dengan baik antara Penyidik 

dengan Penuntut Umum. Mis.alnya Penuntut Umum memberikan petunjuk 

kepada penyidik apakab surat-surat izin tersangka lengkap/tidak, apakab 

penggunaan izin yang dirnitiki tersangka telah dipergunakan sesuai dengan 

peruntukannya. diJihat juga agar akibat tindak pidana perikanan yang 

dilakukan o1eh tersangka mengakibatkan kerusakan lingkunganltidak, 

apakah ada penggunaan obat--obat kimia yang digunakan dalam 

melakukan tindak pidana perikanan". 

29Hasil wawunatra penulis dengan Yuan a, SH di Kejeksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 
16 Juni 2008 
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Dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan para Jaksa 

hams berpedoman kepada : 30 

"Petunjuk~Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus (PenyeJesaian Tindak 

Pidana Khusus) yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 

Kbusus Kejaksaan Agung RI~ dan khusus mengenai perkara tindak pidana 

perikanan berpedoman pada: 

"Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 

No.625/FIFPE2108/!995 tanggal 21 Agustus 1995 tentang 

Pengendalian Tuntutan Pidana Perikanan. 11 

Adapun Sura! Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 

No.625/FIFPE.2108/l995 tersebut secara jelas telab dinyatakan babwa 

Pengemlalian Penanganan dan Pelf)'elesaian perkara Tindak Pidana 

Perikanan ada/ah merupal«m tugas dan tangggung jawab Jaksa Agung 

Muda Tindak Pidana Khusus dan haltersebut ditegaskan kembali dalam 

sural Jaksa Agung Muda Tirniak Pidana Khusus Na.B

l!IJIR/F/Ft.2/02/2003 tangga/ 14 Febroari 2003 tentang Penge.ndalian 

Tuntutan Pidana dalam Tindak Pidana PerikaiUil1; 

~>Kemudian dalam surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 

No.B-l!O!R/F/Ft210212003 tanggal 14 Februari 2003 tentang 

PengendaJian Tuntutan Pidana daiam Tindak Pidana Perika.nan.>~ 

Adapun surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.B

IIOIR/F/Ft,2/0212003 tersebut, menyatakan bahwa dalam melakul«m 

tuntutan pidana dalam Tindak Pidana Perrkanan agar berpedoman pada 

Sural Edaran Jaksa Agung No. 003/A/JA/0512002 ten/ang Pedaman 

Tuntutan Pidana; 

3nrrasu wawancara penuUs dengan Pantono Rmtowijaya. SH Kasi U Subdit Tindak Pidana 
Ekonomi dan TindRk Pidfma Khusus Lainnya pe.da Direktorat Penuntutan yang mewakili 
Direktur Penuntutan pads Jnksa Agung Muda Tindak Pidana K.hti$U.'l dan Damha,. SH Kasi 
Subd:it Tindak Pidana EkQoomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Upaya 
Hukum dan Eksekusi yang mewaklll Direktur Upaya Hukum dan Eksekusi pads Jaksa 
Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung Rl pada tonggal 7 J:uli 2008. 
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"Selain itu, berpedornan pula pada sum! Jaksa Agung Muda 

Tindak Pidana Khusus No.B-341/FIFt.2106/2004 perihal 

Penanganan terhadap Perkara-Perkara Tindak Pidana Perikanan", 

Adapun surat Ja.ksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.B-

3411F/Ft.2/0612004 mengatur bahwa; 

apabila di wilayah hukum Kepala Kejaksaan Tinggi terjadi kasus 

Tindak Pid(lfla Perikantm maka K.epala Kejaksarm Tinggi agar 

m£1aporkan penanganannya kepada Jakea Agung Muda Tindak 

Pidana Khusus, segera setelah menerima Surat Pemberitahuan 

Dimuklinya Penyidikan (SP DP) dari Penyidik dan sebelum 

pengajuan tuntutan pidana, agar melaporktm Rencana Tuntutan 

Pidana nya kepada Jaksa A.guJ1g Muda 11ndak Pidana KJmsus 

selaku Pengenda/i Penunlutan Perkara Tindak Pidana Perikanan; 

balrwa untuk mendukung upaya penegakan hukum di !aut serta 

member;/can efek jera bagi para pelaku Tindak Pidana Perikanan, 

mendukung iklim usaha di sektor perikanan sebagaimcma diatur 

dalam Keppres No./4 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal 

Perikanan yang dinyatakan dirampas untuk Negara, maka dalmn 

melakukan penuntutan perkara tel"hadap pelaku Tindak Pidana 

Perikanan agar dipedomani Surat Jaksa Agung R1 

No.041/AIB/06/200I tangga/ 20 Juni 2001 tentang Tuntutan 

Hukuman terhadap perkara-perkara Tindak Pidana Perikanan 

yang diantaranya bahwa terhadap perkara Tladak Pidana 

Perikanan supaya dituntut hukuman setimpal dan terhadap bartmg 

bubi agar dirampas untuk Negara." 

Adanya kebijakan untuk melaporkan renCI!na tuntutan kepada 

pimpinan (dalam hal ini perkam tindak pidana khusus kepada Jaksa 

Agung Muda Tindak Pidana Khusus), sebagaimana yang diatur dalam 

Sumt Edaran Jaksa Agung RI Nomor:SE-009/J.A/1211985 tentang 

Pedoman Tuntutan Pidana disebutken "bahwa belum adanya 
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keseragaman lkesatuan mengenai berat ringannya tunlutan pidana yang 

diajuktm oleh para Jaksa Pemmtut Umum terhadap perkara-perkara yang 

soma balk jenis, keadaan maupun motijhya, Disamping itu tidak jarang 

lerjadi tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 

dirasakan terlalu ringan baik dirinjau darl segi ancaman pidana 

maksimum m(Jllpun ditinjau dart segi rasa keadilan yang berkembang 

dalam rnazyarakat. Kernudia~ berpedoman pada prinsip "Kejaksaan 

adalah satu dan tidak da[Hlt tllpisah·pisahkan ", maka sewa}at'l'f;Ytilah 

terdapat kesatuan didalam kebijakan pemmtutan, khususnya didalam 

tuntutan pidana. Selain itu, kemajuan tekttologi yang makin pesat, 

mengakibatkan makin mening/«ltnya pula kejahatan baik kuantitas 

maupun kualitasnya. sehingga sudah sampai pada tingkat yang 

memprihatinkan. 0/eh karena itu dirasa perlu untuk mengambi/langkah

/angkoh lrobijaksfifU1iTII untuk menekan meningkotnya lrojahatan tersebm. 

Dan salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mengqju!r.an tuntutan 

pidanalmenjatuh!am hulcuman yang sesuai dengan rasa keadilan yang 

berkembang dalam masyarakat dewasa ini. sehingga mampu membawa 

pengaruh sebagai deya tangkol. Sehubungan dengan itu, mako da/am 

rangka mewlfiudkon kesatuan didalam pemmtutan dengan ini digarlskon 

tuntutan pidana ... dst". 

Hal ini sesuai pula dengan pemyataan Pantono Ronowijaya. SH 

mewakili Direlctur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 

Khusus bahwa i'1 

"pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusu~ 

selain Rencana Tuntutan (Rentut) yang harus dilaporkan kepada Jaksa 

Agung Muda Tindak Pidana Khusus, selain itu sebagai faktor 

pengendalian dan pengawasan dati Kejaksaan Agung, juga ada talak ukur 

pengbulruman yang akan diturunkan pada Rencana Tuntutan (Rerrtut). 

Tolak ukur ini penjatuhan hukuman ini, dibuat agar tidak teijadi disparitas 

"Ha.sil wawancara penu\is dengan Pantano Ronowijaya, SH Kasi H Subdit Tindak P1da.na 
Ekonom! dan Tindal; Pidana :Khusus Lainnya pada Dircktorat Penuntuuto yang mewaldti 
Dlrelctur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada langgsl 7 JuH 
2008 di Kejaksaan Agung RI. 
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daJam menjatubkan hukuman terhadap perkara"'Perkara yang sama baik 

jenis. keadaan maupun motifuya. Da1am tolak ukur tersebut juga 

ditetapkan mengenai hal-hal baik yang meringankan maupun yang 

memberatkan terdakwa." 

Kemudian mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana perikanan 

sebaga!mana yang dijelaskan oleh Damha, SH yaitu?z 

"Bahwa mengenai upaya hokum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut 

Umum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan berpedomani 

pada Sural Edaran Jaksa Agung No.003/NJA/05/2002 tentang Pedoman 

Tuntutan Pidana." 

Adapun Surat Edaran Jaksa Agung No. 003/NJNOS/2002 ternebut 

menentukan: 

(l).Dalam hal menggunakan upaya hukum banding agar memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut : 

a. Putusan Hakim Iebih rendah dari 2/3 (dua partiga) tuntutan 

Jaksa Penuntut Umum; 

b. Putusan Hakim 20 tahun pidana penjara atau kurang dari 20 

tahun penjara, sedangk:an tuntutan Jaksa Penuntut Urnum 

adalah pidana mati; 

c. Putusan Hakim kurang dari 20 tabun pidana penjara 

sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjarn 

seumur hidup; 

d. Biia terdakwa banding, Jaksa Penuntut Umum tidak. harus 

meminta banding kecuali dalam hal tersebut pada point 

31Hasi! wa:wan.cara penulis dengan Damha, SH Kasi Subdit Tinrlak PidallB Ekonomi dan 
Trndak Pidana Khusus L..airmya pada Direktorat Upaya Hukum dan Eksekusl yang mewakili 
Direkror Upaya Hukum dan Eksekusl pads Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada 
tanggsl 1 Juli 2008 dl Kejak:sean Agung Rl. 
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la,b,c, tersebut diatas, karena untuk menggunakan upaya 

hukum kasasi dapat dilakukan hila salah satu pihak telah 

rnenggunakan upaya hukum banding (vide surat Wakil Jaksa 

Agung Rl Nomor:B-195/FJEfk/4/96 tanggal 17 April 1996 

perihal Pemahaman tentang maksud pasal 43 UUU No.l4 

tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). 

(2).Permintaan pemeriksaan upaya hukum kasasi agar dilakukan oleh 

Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan hakim yang membebaskan 

terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 

KUHAP. 

Selanjutnya menurut Damha, SH yaitu : 33 

"prinsip dalam mengajukan kasasi juga berpedoman pada yurisprudensi 

Mahkamah Agung yaitu putusan Mahkamah Agung Register 

Nomor:864K/Pid/l986". 

Adapun putusan Mahkamah Agung Register 

Nomor:864K/Pid/1986 menyatakan bahwa apabila do/am putusan yang 

bersangkutan terdapat hal-hal yang bertentangan, maka hal itupun dapat 

dijadikan alasan kasasi. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung 

menyatakan hahwa telah terdapat hal-hal yang bertentangan dalam 

pulusan Pengadi/an Tinggi yakni lerdakwa dinyatakan tidak bersalah dan 

dibebaskan dari segala dakwaan akan tetapi barang bukli dalam perkara 

tersebut dinyatakan untuk Negara. 

Kemudian mengenai keberadaan pengadilan perikanan, para Jaksa 

Penuntut Urn urn tindak pidana perikanan menyatakan bahwa:34 

33 Hasil wawancara penulis dengan Damha. SH Kasi Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan 
Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Upaya Hukum dan Eksekusi yang mewakili 
Direlctur Upaya Hukum dan Eksekusi pada Jak.sa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada 
tanggal 7 Juli 2008 di Kejak.saan Agung Rl. 

34Hasil wawancam penulis dengan Yuana, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pa.da tanggal 
16 Juni 2008, Esther Tanak, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Juni 
2008 di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. 

Universitas Indonesia 

Beberapa permasalahan..., Ayu Agung, FH UI, 2008



75 

~'karena pengadilan perikanan di Jakarta Utara ini, baru dibentuk, mereka 

berharap spesialisasi dari pengadilan perikanan ini dapat membantu 

efektifitas tugas~tugas mereka da1am menangani tindak pidana perikanan". 

4.2. Kendala~Kendala Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan 

Perkllra Tindak Pldana Perlkllnan 

Berdasarkan wawanc.Ma yang dilakukan terhadap Jaksa Penuntut 

Umum yang pernah menangani perkara tindak pidana perikanan temyata 

dalam proses penegakan hukumnya ditemukan adanya berbagai kendala. 

Kendala-kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut ; 

4.2.1. Kendala dalam tuututan pidana 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penanganan 

perkara tindak pidana perikanan Penuntut Umum harus senantiasa 

berpedoman kepada kebijakan pimpinan yang dihimpun dalam 

Petunjuk-Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus (Penyelesaian 

Tindal< Pidana Khusus) yang diterbitkan oleh Jak!la Agung Muda 

Tindal< Pidana Khusus Kejak!laan Agang RI. Salah satu dari 

kebijakan tersebut adalah melaporb.n rencana tuntutan kepada 

pimpinan (dalam hal ini perkara tindak pldana khusus kepada Jaksa 

Agung Mcda Tindak Pidana Khusus). Jaksa Penuntut Umlllll dalam 

menentukan tuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindak 

pidana perikanan terlebih dahulu memberikan usut rencana tuntutan 

kepada Kepala Keja.'<saan Negeri atasannya berdasarkan pesal yang 

dapat dibuktikan dalam perSidangan, akibat yang ditimbulkan oleh 

perbuatan terdakwa tersebut, kemudian disertai dengan hal-hal yang 

memberatkan serta hal-hal yang meringanken yang dapat 

mempengaruhi tuntutan. Kemudian Kepela Kejak!laan Negeri 

tersebut, memberikan usul/pendapat terhadap tuntutan perkara 

tersebut. Usulan rencana tuntutan dari Kepala Kejaksaan Negeri ini 

dapat sama ataupun berbeda dari !aken Penuntut Umum yang 
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menangani perkara tersebut. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri 

mengajukan rencana tuntutan tersebut kepada Kepala Kejaksaan 

Tinggi. Setelah itu, Kepala Kejaksaan Tinggi mengajukan rencana 

tuntutan kepada Jaksa Agung Muda Tindal< Pidana Khusus. Proses 

pengajuan rencana tuntutan tersebut memerlukan waktu yang agak 

lama terkadang. Padahal dalam penanganan perkara tindak pidana 

perikanan harus ~gera diputus 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

tanggal penerimaan perkara dari Penuntut Umum (vide pasal 80 ayat 

l UU No.3! Tahun 2004). Adapun tuntutan yang dibacakan 

dipersidangan adalah tuntutan yang sudah disetujui dan sesuai dengan 

petunjuk dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. 

Pam Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana 

perikanan yang diwawancarai oieh penulis menyatakan bahwa:35 

"kendala dalam penanganan tindak pidana perikanan adalah masalah 

rencana tuntutan(rentut) yang lambat dari Kejaksa.m Tinggi maupun 

Kejaksaan Agung.Sedangkan perkara tindak pidana perikanan harus 

selesai dalamjangka waktu 30 (tiga puluh hari)." 

Hal senada juga dijelaskan olah Esther Tanak, SH dan Yuana, SH 

yang menyatakan bahwa:36 

"Masalah rencana tuntutan dari Kejaksaan Negeri ke Kejaksaan 

Tinggi kemudian ke Kejaksaan Agung seringkaU merneriukan waktu 

yang agak lama lebih dari 10 hari, padahal perkara tindak pidana 

perikenan harus selesai dalam jangka waktu 30 hari (tiga puluh) hari 

terhitung sejak tanggal penerirnaan perkara dari Penuntut Umum, 

maka Hakim harus menjatuhkan putusanu . 

• 
35 HasH wawnncara via te!epon antara penulis depgan Esther Val«ina, SH pads Kejaksaan 

Negeri Sorong pada tanggalll M&ret2008. 

uHasil wa~ penults dengan Yuans, SH di Kejaksimn Negeri Jukarta Utara pada tanggal 
16 Juni 2008, Esther Tenak, SH dl Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Juni 
2{)08. 
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4.2.2.Kendala penerapan beberapa pasal dalam UU No.3 I Tabun 2004 

- Kendala dalam penerapan pasal 102 

"'Pasal 102 yang menyebutkan bahwa "Ketentuan tentang pidana 

penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak 

pidana di bidang perikanan yang tetjadi di wilayah perikanan Rl 

sebagairwma yang dirnaksud dalam pasa/ 5 (1) huruf b, kecua/i 

telah ada perjanjian antara Pemerinlah R1 dengan Pemerintah 

Negara yang bersangkutan" 

Menurut Pantono Ronowijaya.. SH bahwa:17 

uJika seorang tersangka WNA ditangkap. namun negara kita belum 

mempunyai perjanjian dengan Negara darimana WNA tersebut 

berasal, rnaka tersangka tidak dapat ditahan, terrnasuk penaharuln 

untuk proses penyidikan, Kemudian apakah saat proses penyidikan 

dan persidangan apamt penegak hukum dapat menahan/tidak. Jika 

tersangka tersebut melarikan diri, maka siapa yang akan membayar 

dendenya. 

- Kendala dalam penerapan pesal 79 

Pasal 79 menyebutkan bahwa "Pemeriksaan di sidang pengadi/an 

dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwd'. 

Lebih lanjut, menurut Pantano Ronowijaya, SH bahwa:38 

uuntuk mefaksanakan persidangan in absentia tersebut seharusnya 

ada ketentuan khusus yang mengatur bagaimana mekanisme serta 

37 HasU wawancara penu!is dengan Pmtono Roni>wljaya, SH Kasi U Subdlt Tiod<tk Pidana 
Ekooomi dan Tindak Pidamt Khusus Lainnya pada Direktorat Penuntutan yang meW'9.klli 
Direktur Penuntul.an pada Jaksn Agung Muda Tjndak Pidana Khusus pada tanggal 7 Juli 
2008 di Keja.ksa.an Agung Rl .. 

leHasii wawancara penulis dengan Pantono Ronowijaya, SH Kasi Jl Subdit Tindak Pidana 
Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pnda Direktorat Penuntutan yang mewa.kili 
Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 7 Juli 
200& di Kejaksrum Agung Rl .. 
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syarat-syarat unt:uk perkara tindak pidana perikanan yang dapat 

diad iii secara in absentia, 

- Kendala penerapan pasal-pasal iretentuan pidana UU No.3! Tahun 

2004 dikailkan dengan ketentuan pasal 73 UNCLOS 1982 

Dalam pasal 73 UNCLOS 1982 diatur mengenai penanganan 

nelayan asing yang tertangkap di zona ekonomi eksklusif dan 

dalam pasal 73 ayat 3 UNCLOS !982 tersebut diatur bahwa 

"Huk:uman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap peianggaran 

peraturan penmdang~undangan perikanan dt zona elr:onami 

ekok/w;if tidak boleh mencakup pengunmgan, jika tidak ada 

pe1J"anjian sebalilcnya antara Negara-negara yang bersangkut(ltf, 

atau setiap bentuk hukuman hadan lainnya", 

Dengan adanya ketentuan UNCLOS 1982 ini, rnaka nelayan asing 

tersebut tidak dapat dikenakan hukuman badan, padahal pencurian 

ikan yang diJakukan oleh nelayan asing mengakibatkan kerugian 

yang sangat besar bagi Negara kita.>9 Hal ini sebagaimana yang 

Qikemukakan oleh para Jak.sa Penuntut Umum yang menangani 

perkara tindak pidana perikanan. 

4.2.3.K<:ndala penjatuhan huknman terhadap korporasi yang 

melakukan tindak pidau.a perikanan 

Dalam pasal l 0 I UU No.3 I Tahun 2004 diatur mengenai prinsip 

pertangggungjawaban lrorporasi, dimana yang dapat dituntut atas 

suatu tindak pidana perikanan bukan saja. pelaku di lapangan tetapi 

juga korporasi yang betada di beillkang mereka. Dalam pasal 101 

UU No.3! Tahun 20{)4 disebutkan bahwa " .. . dalam hal tindak 

pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi 

19Hasil wawancar:a penulis dengan Yuana, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 
16 Juni 2008. 
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pidananya dijatuh/om terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya 

ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan." 

Dengan rumusan pasal 101 tersebut. maka walaupun korporasi 

diakui sebagai pelaku tindak pidana namun korporasi tidak dapat 

dimintai pertmggungjawabkan pidana. Akibatnya yang dipidana 

hanya para pelalru tiadak pidana perikanan dilapangan saja. Hal 

senada diungkapkan oteh Yuana, SH:40 

•'Bahwa selama ini, hanya para nelayan kecii saja yang terkena 

hukuman karena melalrukan tindak pidana perikanan. Sedangkan 

pengusaha pemilik kapal tidak pemah dihukum. Hal ini disebahkan 

selain lemahnya peraturan terhadap pertangggungjawaban terhadap 

korporasi dalam ketentuan perundang-undangan tindak pidana 

perikanan itn sendiri, juga para nelayan yang tertangkap biasanya 

menutup~nutupl tentang siapa orang--orang yang merupakan 

pengusaha pemilik kapal yang digunakan untuk melakukan tindak 

pidana perikanan. Bia.sanya neJayan tersebut tutup mulut mengenai 

siapa pemilik kapal atau perusahaan pemilik kapa! tersebut karena 

rasa takut terhadap pemilik kapal tersebut." 

4.2.4.Kendala dalam mekanisme penyimpanau dan eksek:usi barang 

bukti 

Barang-barang bukti yang digunakan dalarn tindak pidana 

perikanan seperti ikan dan kapal, untuk ikan !angsung dilelang 

sebelum ikan tersebut menjadi busuk. Kemudian uang basil lelang 

itulah yang menjadi barang bukti di pengadilan, Sedangkan barang 

bukti berupa kapal terdapat kendala dalarn penyimpanannya. 

Sebaga.imana yang dijelaskan o!eh Yuana, SH bahwa:41 

.wHasil wawancara penulis dengan Yue.na. SH di Kejaksaan Negeti Jakarta Ut.am pada tanggal 
16 Juni 2008. 

41Basil wawancam penulis doopn YllBl'la, SH di Kejnkss.an Ntgeri Jakarta Ut.arn pada tanggnl 
16 Juni 2008. 
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1'Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai tempat untuk 

menyimpan barang bukti berupa kapal tersebut, sehingga harus 

dititipkan di pelabuhan. Untuk penitipan tersebut tenttl saja 

memerlukan biaya. Selain biaya kapal tersebut terutama kapal-kapal 

kecil cepat mcnjadi rusak karena tidak ada yang memelihara jika 

terkena genangan air di pelabuhan tempat penyimpanannya. 

Akibatnya, kapal-kapal yang sedianya akan dirampas untuk Negara 

dan kemudian akan dlleiang, ban yak yang mengalami kerusakan. l' 

Barang bukli kapal seringkali mengalami kerusakan padabal 

semestinya kapal tersebut te!ap da!am kondisi yang baik hingga di 

Jelang. Sehingga harganya menjadi turun saat pelelangan. Hal ini 

senada dangan pendapat lr.Takhwin Oesman. hakim ad hoc pada 

Pengadilan Perikanan Jakarta Utam yang menyatakan:42 

"Bahwa uniUk kemanfaatan barang bukti kapal agar dapat 

dile!ang dalam kondisi yang baik, maka perlu dicari solusi 

bagaimana cara agar harang bukti k:apal-kapal tersebut tetap terjaga 

kondisinya hingga dilakukar. pelelangan." 

Selain ltu, menurut Esther Valerin~ SH Jaksa Tindak Pidana 

Perikanan pada Kejaksaan Negeri Sarong, Papua menyatakan 

bahwa:43 

"Ba.rang bukti berupa kapal tersebut sering dipinjam pakai oleh 

pengadilan kepada pemi!iknya. Sehingga ketika akan dieksokusi oleb 

Saksa Penuntut Umum. kapal tersebut tidak berada ditempat 

penyimpanannya. Padahal kapal tersebut akan dilelang dan 

kemudian uangnya dimasukkan ke kas Negara. Hanya saja hingga 

saat ini belum ada peraturan yang melarang hakim tidak holeh 

meminjam pakai kan barang bukli kapal tersebut.'' 

4:t Husil wawnocam penulis dengan Ir.Tnkhwin Oesman hakim ad hoc Pengedilan Perik:anan 
Jakarta tltnra di Pengadilllll Perikanan Jakarta Utara pada tanggal 19 Juni 2008. 

4 Hosit wawnncnm penulis via tclepon dengan Esther Valerina, SH Jaksa pada Kejaksaan 
Negeri Sorong:. Papua pa<fa totnggal l Jr.dl2008. 
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4.2.5.Kendala dalam upaya hokum 

Menurut Damha, SH yang mewakili Direktur Upaya Hokum 

dan Eksek.usi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, 

menyatakan bahwa: 

"Jika terdakwa hanya didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 

100 jo pasal 7 ayat 2 UU No.3! tahun 2004, maka apabila terbukti 

hanya dihukum denda saja. Untuk hukuman denda hanya dapat 

dilakukan upaya hukum sampai tingkat banding saja, tidak dapat 

dikasasi." 

4.3. Upaya-Upaya Jaksa Penuntat Umum Dalam Meugatasi Berbagai 

Kendala Yang Dihadapi Dntam Penanganan Perkara Tindak Pidaoa 

Perikanan 

Selama ini, penanganan masalah tindak pida.na perikanan belum berjalan 

seeara optimal seperti yang kita harnpkan. Tentu saja banyak faktm' yang 

mempengarobi mengapa penanganan tindak pidana perikanan belum 

betjalan secara optimaL Dari berbagai kendala yang telah penutis uraian 

diatas, kendala-kendala dalam penegaknn bukum dalam tersebut terdiri 

dari beberapa faktor sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono 

Soekanto:44 

1. Faktor Hukumnya sendiri, yaitu produk perundang~undangan. 

Soerjono Soukanto menyimpulkan bahwa gangguan terbadap 

penegakan hukum yang berasal dari perundang~undangan 

kemungkinan ada tiga hal yaitu : 

a. tidak diikutinya asas~asas berlakunya undang~undang; 

b. belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan 

untuk menerapkan UU; 

44 Soekanto, op..cit, hlm.S 
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c. Ketidakjelasan art! ka!a·kata didalam UU mengakibatkan 

kesimpangsiuran didalam penafsirannya. 

Sebagaimana telah penulis uraikan diatas, ada beberapa pasal yang 

terdapat kenda!a dalam penerapannya, yaitu: 

Seperti pasal 101, walaupun korporasi diakui sebagai pelaku 

tindak pidana namun korporasi sulit dimintai 

pertanggungjawabkan pidana. Akibatnya yang dipidana hanya 

para pelaku tindak pidana penkanan di lapangan saja. Dengan 

demmikian agar korporasi dapat dipidana melakukan tindak 

pidana perikanan~ maka rumusan pasaJ I 0 I ini, harus diubah; 

Pasal 102, penegak hukum tidak dapat menjatuhkan pidana 

badan bagi nelayan asing, yang melakukan flndak pidana 

perikanan di ZEEI~ kecuali ada peljanjian dengan Negara 

tersebut. Tentu saja selama belurn ada peijanjlan dengan 

Negara tersebut. maka pemberlakuan pasal ini dapat 

melemahkan penegakan hukum rerlladap tindak pidana 

perikanan; 

begitu juga halnya dengan mekanisme pengadilan in absentia 

sebagaimana yang diamanalkan dalarn pasal 72, diperlukan 

peraturan yang lebih jelas Iagi untuk mengatumya. 

Oleh karena itu, jika terdapat berbagai permasalaban dalam produk 

perundang-undangan maka sebaiknya diadakan perubahan dalam 

materi perundang-undangan tersebut Atau dibuat suatu peraturan 

sebagai pelakananaan dari pasal-pasal dalam undang·ondang itu. 

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pibak yang membentuk 

rnaupun yang menerapkan hukum. 

Dari uraian yang penulis utarakan diatas, kebijakan pimpinan di 

Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan 

pidana. agar perkara tindak pidana perikanan rencana tuntutannya 

(rentut) disampaikan ke Kejakaasn Agang, temyata membWll 
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penanganan perkara menjadi kurang efisien, Apalagi untuk. 

menyelesaikan perkara tindak pidana perikanan hanya dibatasi 

wakktu 30 harl. Dan kalaupun kebijakan menyampaikan rentut 

tersebut akan tetap dipakai hendaknya dibuat suatu sistem yang 

etisien. 

3. Faktor saran a a tau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

Sarana dan fasilitas, anatara lain mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan lerampil, organisasi yang balk, peralatan yang 

mmemmadai dan keuangan yang cukup. Kendala lain yang penulis 

uraikan berdasarkan basil penelitiannya, yaitu mengenai 

penyimpanan barang bukti berupa kapal. Pihak Jaksa Penuntut 

Umum tidak memiliki sarana untuk menyimpan kapal tersebut, 

akbimya kapal dititipkan pada pihak angkatan !aut dipe!abuhan. 

Dan penitipan kapai tersebut tentu saja memerlukan biaya 

perawatan yang tidak sedikit agar kapal tetap dabeu kornlisi yang 

beik. Sehingga dapat bermanfaatjika di lelang; 

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan. 

Masyarakat dapat rnempengaruhi penegakan hokum melalui 

pendapat mereka tentang hukum. Jika mereka tidak menyadari 

bahwa katidakpatuhan alas hukum mempengaruhi kehiduparmya, 

ketidak patuhannya itu teljadi torus. Sebaliknya masy:irakat dapat 

pula bereaksi terhadap pelangggaran yang dilakukan sesama 

mereka Masyarakat Indonesia.. masih kurang tingkat kesadarannya 

mengenai pentingnya melestarikan sumber daya alam. Mereka 

senantiasa menganggap bahwa ikan~ikan di laut tidak akan pernah 

habis. Padahal jika tidak terjaga keiestariannya, maka lambat laun 

sumber daya ikan di Negara kita akan semakin menunm, apalagi 

jika banyak nelayan-nelayan dari Negara asing yang ikut sena 

mencuri ikan-ikan di Negara kita. Jika masyarak.at telah memiliki 
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kesadaran betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian alam 

termasuk ikan, tentu saja hat ini dapat membantu apara.t penegak 

hukum agar ikut serta dalam menjaga kekayaan a(am di laut. 

5. Faktor kebudayaan. 

Kebudayaan sebagai hasil karya dpta masyarakat dan pergaulan 

hidup dari suatu masyarakat. Kebudayaan yaitu nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku. Sebagaimana yang telah diuraikan 

oleh penuHs. bagaimana suatu masyarakat masih kurang 

kesadanmnya terhadap pelestarian alam, kurangnya kesadarnn 

uotuk melestarikan alam lni merupakao sesuatu hal yang diyaklni 

oleh masyarakat sehlngga terintema!isasi kedalam diri masyarakat 

ternebuL Untuk itulah perlu kiranya, mengubah peadapat yang 

diyakini oleh masyarakat ini agar dapat berubah menjadi budaya 

yang mencintai Jingkungan serta mempunyai kesadaran tinggi 

untuk metestarikan kekayaan alamnya dan menjaganya dari 

gangguan berbagai pihak baik darl da(am negeri maupun dari 

orang asing. 
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Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari basil penelitian 

kepustakaan maupun penelitian di Japangan adalah sebagai berikut : 

1. Penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak 

pidana perikanan ikan terdiri dari tahap-tahap yaitu (l).tahap 

prapenuntutan dan (2}.tahap penuntutan dan upaya hokum yang 

kesemuanya berpedoman kepada Petunjuk Teknis Tindak Pidana 

Khusus (Penyelesaian Tindak Pidana Khusus) yang diterbitkan 

oleh Jaksa Agung Muda Tindak. Pidana Khusus Kejaksaan Agung 

Rl. 

2. Dalam menangani perkara tindak pidana perikanan, Jaksa Penuntut 

Umum harus mengajukan rencana tuntutan kepada pimpinan mulai 

dari tingkat Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi 

hingga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dan 

mekanisme rencana tuntutan ini terkadang memerlukan waktu 

yang agak lama. padahal perkara tindak pidana perikanan harus 

selesai dalam waktu tiga puluh (30) harL 

3. Beberapa permasalahan hukum yang menimbulkan kendala

kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap 

penanganan kasus tindak pidana perikanan yaitu kebijakan rencana 

tuntutan pidana, penerapan beberapa pasal dalam UU No.31 tahun 

2004, penjatuhan hukuman terhadap korporasi, mekanisme 

penyimpanan dan eksekusi barang bukti serta upaya hukum. 

5.2. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajuka.n saran

saran sebagai berikut : 
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1. Agar Jak:sa Penuntut Umum senantiasa meningk:atkan 

kemampuannya sehingga dapat menjalankan peranannya seeara 

optimal dalam menangani tindak pidana perikanan. 

2. Agar permasalaban mengenai kebijakan rencana tuntutan yang 

harus dilaporkan pada pimpinan di Kejaksaan hendaknya ditinjau 

mekanisme pelaksanaannya, sehingga Jaksa Penuntut Umum 

masih memiliki kemandirian serta dapat menjalankan tugasnya 

secara efektif. 

3. Agar dilakukan revisi terhadap beberepa pasal dalam UU No.3! 

Tahun 2004 tenta:ng Perikanan yang menimbu!kan kendata da!am 

pelaksanaannya ataupun tidak jetas arti katanya sehingga 

mengkibatkan kesimpang siuran dalam palaksanaananya. 

4. Agar pambentukan pengadilan perikanan diadakan di tiap-tiap 

wilayah yang banyak parkara tindak perikanannya, sehingga 

penanganan terbadap perkara tindak pidana perlkanan dapat 

diselenggarakan secant efektif. 

5. Agar mekanisme penyimpanan barang bukti berupa kapal dalam 

tindak pidana perikanan perlu diatur sedemikian ropa hingga kapal 

tersebut dapat terjaga kemanfaatannnya. 
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